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Achmad Murtadho, Hukum Pidana, Magister Ilmu Hukum, 2021, Model Konsep 
Ideal Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan 
Anak, Dr. Setiawan Noerdajasakti S.H., M.H selaku pembimbing I dan Ibu Dr. 
Lucky Endrawati,. S.H.,M.H. 
 
Pemberian ganti kerugian kepada Anak Korban tindak pidana pencabulan masih 
bersifat pasif dan terbatas, seperti halnya Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru 
putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr Hakim yang tidak memuat 
kepentingan Anak Korban yang selama ini Anak Korban sebagai Forgotten 
Person. Jenis Penelitian ini Normatif.  
 
Permasalahannya (1) Bagaimana substansi kekosongan hukum antara putusan 
Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr Hakim Pengadilan Negeri dengan Peraturan 
perundang-undangan mengenai pemenuhan ganti kerugian terhadap korban 
Pencabulan Anak; (2) Bagaimana model konsep ideal pemenuhan ganti kerugian 
terhadap Korban tindak pidana pencabulan Anak?. 
 
Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pendekatan 
perundang-undangan (statue approach), metode pendekatan kasus (case 
approach), dan metode pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan 
Hukum Primer, Skunder, dan tersier diperoleh peneliti melalui tehnik penelusuran 
bahan hukum dengan secara konsep melalui analisis bahan hukum intepretasi 
grammatical, sistematis dan sosiologis. Serta kemudian menjadi rujukan dalam 
mengidentifikasi serta merumuskan konsep Undang-Undang Perlindungan Anak 
melalui putusan Pengadilan yang akhirnya dapat menghasilkan penyelesaian 
permasalahan penelitian hukum. 
 
Kesimpulannya Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr, Jaksa dalam 
dakwaannya tidak memberikan tuntutan ganti kerugian. Mengenai substansi 
kekosongan Hukum putusan dengan peraturan perundang-undangan mengenai 
pemenuhan ganti kerugian, Penulis memberikan 2 konsep kekosongan hukum, 
diantarnya Pertama, Kekosongan dalam Hukum berupa Kewajiban perolehan hak 
korban ini melalui proses permohonan restitusi. Kedua, Kekosongan dalam 
perUndang-Undangan, Korban tindak pidana pencabulan melalui pemenuhan 
ganti kerugian sifatnya terbatas (limitatif) yang tidak mencantumkan sama sekali 
mengenai pedoman pemidanaan serta tujuan pemidanaan bagi Hakim untuk 
memberkan ganti kerugian terhadap Korban. Penerapan konsep pemenuhan 
ganti kerugian memilki 2 (dua) model yaitu Hak-Hak Prosedural (The Procedural 
Rights Model) melalui Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan 
Seksual sebagai upaya pengendalian, perlindungan bagi Korban pada Pasal 49 
dengan memberikan upaya penjaminan kepada Korban bahwa Majelis Hakim 
wajib untuk memeriksa ganti kerugian baik itu jenis dan jumlahnya. Serta Model 
Pelayanan (The Service Model) perlu adanya cross examinitation atau 
Pemeriksaan silang dengan diterapkan pada proses peradilan maka akan 
mengenal sistem perlawanan (adversary model), yakni dengan mengadakan 
perlawanan antara Terdakwa dengan Korban, Terdakwa yang diwakili dengan 






Achmad Murtadho, Criminal Law, Master of Law, 2021, Ideal Concept Model for 
Fulfillment of Compensation for Victims of Child Abuse, Dr. Setiawan 
Noerdajasakti S.H., M.H as supervisor I and Mrs. Dr. Lucky Endrawati,. S.H., M.H. 
The provision of compensation to Child Victims of the crime of sexual abuse is 
still passive and limited, as is the case with the Pekanbaru District Court Decision 
Number 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr Hakim which does not contain the 
interests of Child Victims who have been Child Victims as Forgotten Persons. This 
type of research is normative. 
The problems are (1) What is the substance of the legal vacuum between the 
decision Number 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr District Court Judge and the laws 
and regulations regarding the fulfillment of compensation for victims of Child 
Abuse; (2) What is the ideal concept model for the fulfillment of compensation 
for victims of child sexual abuse?. 
The author uses a normative research method with a statutory approach, a case 
approach, and a conceptual approach. Primary, secondary, and tertiary legal 
materials were obtained by researchers through the technique of tracing legal 
materials conceptually through analysis of legal materials with grammatical, 
systematic and sociological interpretations. And then becomes a reference in 
identifying and formulating the concept of the Law on Child Protection through 
Court decisions which can ultimately result in the resolution of legal research 
problems. 
In conclusion, in Decision Number 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr, the Prosecutor 
in his indictment did not provide a claim for compensation. Regarding the 
substance of the legal vacuum of decisions with laws and regulations regarding 
the fulfillment of compensation, the author provides 2 concepts of legal vacuum, 
including first, the vacuum in the law in the form of the obligation to acquire the 
rights of the victim through the process of applying for restitution. Second, the 
void in the law, victims of criminal acts of obscenity through the fulfillment of 
compensation are limited in nature which do not include any guidelines for 
punishment and the purpose of punishment for judges to provide compensation 
to victims. The application of the concept of fulfillment of compensation has 2 
(two) models, namely the Procedural Rights Model through the Draft Law on the 
Elimination of Sexual Violence as an effort to control and protect victims in Article 
49 by providing guarantees to victims that the Tribunal The judge is obliged to 
examine the compensation both in type and amount. As well as the Service 
Model, it is necessary to have a cross examination or cross-examination by being 
applied to the judicial process so that it will recognize the system of resistance 
(adversary model), namely by holding a fight between the Defendant and the 
Victim, the Defendant is represented by his Legal Counsel, while the Victim is 






A. Latar Belakang 
Anak adalah bagian dari generasi muda yang harus dilindungi dan 
diharapkan bagi kemajuan bangsa. Adapun perlindungan bagi anak meliputi 
segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar 
dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta mendapat 
perlindungan dari diskriminasi.1 Perlindungan terhadap anak hakekatnya termuat 
pada anak yang berhadapan dengan peradilan pidana serta anak yang 
berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban. Pada peraturan 
perlindungan anak bahwa sistem peradilan anak telah mengatur tentang hak-hak 
pelaku tindak pidana pada anak yang berhadapan dengan hukum bagi pelaku 
terdapat beberapa macam perlindungan mulai dari penerapan pidana secara 
khusus melalui penyelesaian perkara diversi maupun penyelesaian perkara secara 
restoratif. Sedangkan hak-hak anak korban meliputi ganti kerugian (restitusi), 
kompensasi serta rehabilitasi.2 
Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak dapat memberikan suatu jaminan perlindungan bagi anak yang secara 
substantif telah mengatur beberapa hal antara lain; persoalan anak yang sedang 
berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban 
eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban 
kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, dan anak yang sedang dalam situasi 
konflik bersenjata, perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan pada prinsip 
non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap 
pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam 
pelaksanaanya undang-undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi 
                                                             
1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 




manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan 
berkembang.3 
Sebagai bentuk wujud dalam perlindungan terhadap anak, Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia telah memperoleh kasus pengaduan anak 
berdasarkan klaster perlindungan anak pada tahun 2011-2020 dengan jumlah 
1043.4 Dan berikut juga data mengenai data pelaku kekerasan fisik, kekerasan 












Data Mengenai Pelaku Kekerasan Fisik, Kekerasan Seksual, dan Pelaku Laka 
Lantas 
Sumber : Seminar Zoom KPAI  25 Juli 2020 Data mengenaipelaku kekerasan 
fisik, kekerasan seksual, dan pelaku laka lantas dari tahun 2017, 2018, 2019.5 
Hal tersebut terjadi juga pada anak sebagai korban tahun 2020 yang 
meningkat drastis dibanding tahun 2019, yaitu kekerasan fisik dari 157 menjadi 
                                                             
3 Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
4 Seminar KPAI yang berjudul Peran KPAI Dalam Perlindungan AnakOleh Rita 
Pranawati, MA, Pada tanggal 25 Juli 2020. 





















249 dan kekerasan psikis dari 32 menjadi 119 atau hampir 3,7 kali lipat. 
Sedangkan kekerasan seksual naik dua kali lipat dari 190 menjadi 419 kasus.6 
Dari beberapa data kekerasan tersebut  terdapat peningkatan yang cukup 
drastis pada pelaku kekerasan seksual. tindak pidana kekerasan seksual yang 
sering terjadi terhadap korban anak yaitu pada kasus tindak pidana pencabulan 
yang merupakan kejahatan seksual dengan tergolong sebagai kasus Hak Asasi 
Manusia (HAM) yang berat. penderitaan korban anak lebih berat secara psikis, 
fisik, dan trauma yang dialami sejak dini.Tentu penderitaan tersebut berbeda lagi 
dengan korban yang sudah dewasa. Semakin meningkatnya kejahatan kasus 
pencabulan kepada korban anak, maka penegakkan peradilan harus 
mengantisipasinya secara efektif dan secara adil, sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru menunjukkan terdapat perkara 
tindakan kejahatan seksual pencabulan pterhadap Korban Anak yang 
menyatakan bahwa terdapat  Pelaku anak yang berinisial D yang berumur 16 
Tahun telah melakukan perbuatan Asusila berupa pencabulan terhadap Korban 
Anak Laki-Laki (Korban) berusia 3 (tiga) tahun. Dalam putusan Nomor 
13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr yang Memerintahkan agar Terdakwa Anak 
dikeluarkan dari tahanan dengan syarat khusus supaya Anak menjalani 10 
(bulan) Pembinaan di dalam Lembaga Sosial dan menjatuhkan pula pidana 
Pelatihan Kerja kepada Anak selama 2 (dua) bulan. Putusan Hakim tersebut 
menyatakan bersalah dan sesuai pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang perubahan atas Undang Undang nomor 23 Tahun 2002  tentang 
Perlindungan Anak Pasal 82 ayat (1) telah terbukti dan bersalah dalam perbuatan 
yang dilakukan melakukan perbuatan membujuk membiarkan anak untuk pada  
tindak pidana perbuatan cabul. 
Aparat penegak hukum dalam peradilan pidana pada kenyataannya sering 
tidak melihat dirinya mewakili korban sehingga menganggap bahwa jalan terbaik 
untuk menolong korban adalah dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku 
                                                             






kejahatan, dan pada putusannya hakim lebih memilih terpeliharanya ketertiban di 
masyarakat. Proses peradilan cenderung berfokus pada perbuatan pelaku dengan 
rumusan pasal hukum pidana telah dilanggar atau tidaknya perbuatan pidana. 
Hal seperti itu tampak hukum acara pidana hanya untuk mencari kebenaran 
materiil sebagai kebenaran yang jujur dan tepat, namun perlindungan hak asasi 
manusia tidak sepenuhnya tercapai terutama pada hak-hak korban. Hal ini 
terlihat dari putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr Hakim Pengadilan 
Negeri Pekanbaru atau bahkan putusan perkara pidana anak yang lainnya yang 
mana penegak hukum mengkondisikan korban sebatas hanya sebagai saksi pada 
proses persidangan, tanpa mengkaji penderitaan serta hak korban untuk 
memperoleh keadilan dan akses untuk mengetahui bagaimana keadilan tersebut 
dijalankan sebagaimana mestinya pada putusan pengadilan. Oleh karena itu, 
selama ini pertanggungjawaban pidana pada putusan pengadilan terhadap 
korban bukan menjadi pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan 
korban secara langsung dan konkret, tetapi tertuju pada pertanggungjawaban 
pribadi yang hanya bersifat fakultatif yang berarti ganti kerugian (restitusi) tidak 
memiliki sifat keharusan atau imperatif. hal ini yang menjaditidak konsistenya 
serta menjadi kelemahan peraturan mengenai perlindungan korban khususnya 
pada peradilan pidana anak. 
Hadirnya peraturan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan 
Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) 
memberikan kesempatan yang luas terhadap anak untuk dapat tumbuh dan 
berkembang secara optimal, baik secara fisik maupun mental sehingga akan 
terciptanya suatu generasi yang ideal sesuai dengan yang di cita-citakan.7 
Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr HakimPengadilan Negeri 
Pekanbaru memutus penyelesaian perkara secara komulatif yang artinya 
kumulatif (tambah/ganda dalam (KBBI)) berupa penjara dan denda, pidana 
denda diganti dengan pelatihan kerja.8 
Dengan putusan dijatuhkannya sanksi melalui Kerja Sosial, yang dikarenakan 
Pelaku merupakan masuk pada usia Anak, namun pada putusan tersebut sama 
sekali tidak memuat pemenuhan hak-hak pada Korban anak dalam tindak pidana 
cabul. Hal tersebut justru akan menjadi preseden yang buruk bagi keadilan di 
                                                             
7 Irma Setyowati.Aspek Hukum Perlindungan Anak,Bumi Aksara, Jakarta, 2010, Hlm 53. 




Indonesia. Putusan tersebut bertentangan dengan Asas-asas pada sistem 
perlindungan Anak atau inkonsistensi9 dalam pelaksanaan perkara pidana 
terutama pada Korban pencabulan bagi Anak. 
Dalam ilmu hukum menyebutkan bahwa menciptakan ketertiban serta 
keadilan merupakan tujuan dari Hukum. Ketika dalam membahas masalah tujuan 
hukum, banyak pendapat para sarjana yang telah dikemukakan. Namun  hal 
tersebut, secara umum dapat dikemukakan bahwa tujuan hukum adalah sesuatu 
yang ingin dicapai atau dikehendaki.10 
Ketidak inkonsistensi tersebut terlihat pada ketentuan pidana bersayarat 
dalam UU Perlindungan Anak tidak menjamin korban secara otomatis dapat 
memperoleh ganti rugi apabila Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat, 
sebab walupun terdakwa telah diputus dengan pidana bersyarat , namun tidak 
ada kewajiban bagi Hakim memberikan ganti kerugian (restitusi) untuk 
mencantumkan syarat khusus pada putusan.11 
Sedangkan perlindungan Korban pada Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 
Sistem peradilan Anak Pasal 18 menyebutkan bahwa Pembimbing 
Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, 
Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum 
mewajibakan untuk memerhatikan kepentingan korban. Hal ini Anak sebagai 
Pihak Korban dan/atau Anak berhak atas berbagai semua bentuk perlindungan 
maupun hak-hak lain yang diterima sebagai pihak Korban dan/atau Saksi yang 
diatur telah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Penegak hukum dalam peradilan pidana pada kenyataannya sering tidak 
melihat dirinya mewakili korban, Hakim pada putusannya lebih memilih 
terpeliharanya ketertiban di masyarakat. Hal ini terlihat dari putusan Nomor 
13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru atau bahkan 
putusan perkara pidana Anak yang lainnya yang mana penegak hukum 
mengkondisikan korban sebatas hanya sebagai saksi pada proses persidangan, 
tanpa mengakaji penderitaan serta hak korban untuk memperoleh keadilan dan 
akses untuk mengetahui bagaimana keadilan tersebut dijalankan sebagaimana 
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mestinya pada putusan Pengadilan. Atas persepektif tersebut apabila dikaitkan 
dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan Korban Anak 
maka akan terlihat bagaimana hak-hak perlindungan Korban Anak tersebut dapat 
diterapakan pada proses peradilan Anak.  
Bentuk ganti kerugian tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK)  Perolehan hak 
Korban dalam mendapatkan hak ganti-tugi (Restitusi) yang termuat Pada Pasal 7 
srta pada Pasal 8 yang telah disisipkan diantarnya secara 2 (dua) pasal, yakni 
Pasal 7A dan Pasal 7B yang berbunyi bahwa  Korban tindak pidana telah berhak 
memperoleh Restitusi yaitu berupa :  
a) Ganti kerugian atas kehilangan secara ekonomi pada kekayaan maupun 
penghasilan; b) Ganti kerugian dari akibat yang ditimbulkan ketika korban 
mengalami penderitaan yang berkaitan secara langsung sebagai dampak 
tindak pidana kejahatan; dan/atau c) Perawatan medis pada fisik dan/atau 
secara psikologis maupun pada kejiwaan dengan bentuk Penggantian biaya 
yang diterima.12 
 
Secara lebih khusus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak juga mengatur pemenuhan hak-hak Restitusi Korban Anak 
pada Pasal 71 D Ayat (1) mengatur Hak Restitusi Korban Anak Ayat (2) 
mengenai Hak restitusi korban anak Pasal 59 pada huruf b, huruf d, huruf f, 
huruf h.  
Huruf i dan huruf j juga mengatur, yang berbunyi Setiap Anak yang menjadi 
korban mempunyai hak atas ganti kerugian (restitusi) untuk mengajukan ke 
pengadilan yang telah menjadi tanggung jawab bagi pelaku kejahatan.13 
 
Dari ketentuan perolehan hak korban Anak terhadap restitusi tidak termuat 
dalam Putusan Pengadilan, seperti halnya pada putusan Nomor 13/Pid.Sus-
Anak/2017/PN.Pbr mengenai hak-hak korban mendapatkan Hak ganti kerugian 
yang seharusnya diperoleh Korban baik sesudah maupun sebelum putusan 
peradilan. Penggantian itu seharusnya memuat kerugian materiil maupun 
immateril. Ketika dalam penggantian kerugian bersifat materill tidak dapat 
menimbulkan masalah, tetapi immateril yang berupa kecemasan, kesusahan, 
rasa malu dan sebagainya maka kerugian ini harus diganti dengan uang atau 
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yang disebut dengan uang duka.14 Kewajiban perolehan hak korban ini melalui 
proses permohonan restitusi seharusnya dapat diajukan dari mulai melalui tahap 
penyidikan, atau penuntutan kepada Jaksa selaku penuntut umum yang 
kemudian dilimpahkan kepada Pengadilan ketika dibacakan tuntutan kepada 
Terdakwa atau sebelum dibacakannya Putusan. Selain itu dapat juga dilakukan 
setelah putusan melalui Lembaga pada Perlindungan Saksi dan/atau Korban atau 
disingkat dengan LPSK.  
Untuk ketentuan mengenai pelaksanaan ganti kerugian bagi anak yang 
menjadi korban tindak pidana lebih khusus terdapat pada Peraturan Pemerintah 
Nomer 43 Tahun 2017 yang merupakan peraturan yang memuat mengenai 
pemenuhan hak-hak Korban Anak dalam tindak pidana, yaitu yang tercantum 
Pada Pasal 2 Ayat (1)  PP Nomer 43 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Setiap 
orang yang menjadi Korban tindak pidana Anak maka Korban Anak berhak 
memperoleh ganti rugi (Restitusi).15 Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Anak 
tersebut mendasarkan pada PP Tahun 2017 Nomor 43 yang diharapkan dapat 
meringankan masalah serta mengurangi beban bagi pihak Korban anak dalam 
mencapai tegaknya keadilan bagi Korban Anak yang telah menjadi Korban 
kejahatan Tindak Pidana Cabul. Namun hal tersebut tidak tercantum dan termuat 
dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr sehingga putusan tersebut 
tidak mencerminkan nilai keadilan bagi korban Anak. 
Dalam aturan pelaksanaan pada Pasal 4 mengenai Pelaksanaan Restitusi Bagi 
Korban Anak pada PP Nomor 43Tahun 2017 dilakukan melalui permohonan ganti 
kerugian (Restitusi) yang diajukan oleh pihak Korban, pihak korban yang 
diamksud adalah (Orang Tua/Wali Anak Korban, Ahli Waris Anak, Orang yang 
diberi Kuasa) selain itu juga dapat diajukan oleh lembaga. Bagi Peneliti 
permasalahanya adalah Penyidik dan Penuntut tidak mempunyai kewajiban untuk 
memberitahukan kepada pihak Korban dan tidak ada ketegasan pada pasal 
tesebut untuk memberitahukannya. Hal ini dapat menyebabkan gugurnya PP 
Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi  
Korban Tindak Pidana bahkan secara keseluruhan melalui permohonan restitusi 
tahap penyidikan sampai penuntutan. Hal ini yang menurut Peneliti pada putusan 
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Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak 
memuat ganti kerugian (Restitusi) bagi Korban Anak, karena memang tidak ada 
permohonan restitusi bagi Pihak Korban Anak yang dikarenakan ketidaktahuan 
pihak Korban mengenai permohonan restitusi. 
Namun, apabila Hak Restitusi (ganti rugi) bagi korban Anak tidak dapat 
dijalankan, maka terdapat hak-hak yang lainnya sepert hal-nya pemberian 
Kompensasi, Kompensasi adalah bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh 
Negara dikarenakan Pelaku/Terdakwa tidak mampu memberikan ganti kerugian 
(Restitusi) sepenuhnya yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya kepada 
Korban atau Keluarga Korban.16 
Secara khusus terdapat ketentuan korban mendapatkan kompensasi, 
perolehan hak Korban mendapatkan kompensasi termuat bahwa Setiap Korban 
yang telah mendapatkan pelanggaran kasus HAM (hak asasi manusia) yang berat 
dan pada Korban tindak pidana perubuatan teror atau terorisme selain 
mendapatkan hak termasuk pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan juga 
Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi, hal itu termuat pada Perlindungan Saksi 
Korban pasal 7.17 
Kompensasi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh negara 
dikarenakan pelaku tidak mampu untuk memberikan ganti kerugian kepada 
pihak Korban dan/atau Keluarga Korban yang sepenuhnya menjadi tanggung 
jawabnya Pelaku.18 
 
Perlohen hak korban Anak mendapatkan kompensasi juga tidak termuat 
dalam Putusan Pengadilan seperti pada putusan Nomor 13/Pid.Sus-
Anak/2017/PN.Pbr mengenai hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh Korban. 
Mekanisme pengajuan perolehan kompensasi tersebut  yaitu diajukan oleh 
Korban kepada Pengadilan melalui LPSK. Dengan dalih tugas dan fungsi pada 
(LPSK) dalam membantu hak-hak dari Korban, tetapi ketika dalam praktiknya 
secara real Korban merasa rumit dengan persyaratan serta meknisme dalam 
memperoleh hak-hak kompensasi serta ketidaktahuan Korban dan/atau Keluarga 
Koban sehingga lebih memilih mengabaikan hak-hak atau asas yang terbaik bagi 
kepentingan Anak yang termuat pada UU sistem peradilan Anak. Kompensasi 
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yang berkarakter perdata diberikan proses peradilan pidana dengan 
penggabungan ganti kerugian. Dengan demikian apabila rumusan pasal 
mengenai Kompensasi tersebut di muat di peraturan perundang-undangan 
dengan makna yang diberikan oleh negara dikarenakan pelaku tidak mampu 
untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak Korban dan/atau Keluarga 
Korban maka seharusnya terdapat lembaga yang mewakili negara untuk menilai 
ganti kerugian tersebut yang akan diberikan kepada Korban Anak dan/atau 
Keluarga Korban. Namun hal tesebut juga tidak dicantumkan pada peraturan 
perundang-undangan dan peraturan yang lain. 
Peran Negara melalui institusi Pengadilan dan perlindungan Korban Anak 
seharusnya diharapkan dapat saling koordinasi antar lembaga lainnya dalam 
pelaksanaan pemberian kompensasi maupun restitusi terhadap Korban. Akan 
tetapi mekanisme persyaratan pemberian kompensasi pada Perlindungan Saksi 
dan Korban melalui Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Saksi19, 
dirasa hanya sebagai fomalitas saja dalam pelayanan negara untuk hal 
perlindungan dan perolehan hak-haknya sebagai Korban Anak pada tindakan 
pidana pencabulan. 
Jalur peradilan pidana Anak pada Korban Kejahatan pencabulan Anak lebih 
dirasa memberatkan dan kurang memuaskan rasa keadilan baik secara materiel 
kerugian biaya perawatan luka/medis serta psikis seperti trauma pada psikologis 
bagi diri Korban Anak, bahkan sampai pada lingkugan Keluarga sampai 
Masyarakat apabila Korban tidak segera mendapat hak-haknya seperti pemberian 
ganti kerugian restitusi, kompensasi serta rehabilitasi. Sehingga menurut Peneliti 
dalam kasus pidana khusus anak ini, jelaslah bahwa hakim sangat berfikir 
legalistik formal tanpa sedikitpun memberi perlindungan bagi Korban. Hakim 
kurang mempertimbangkan faktor filosofis keadilan, dan hanya 
mempertimbangkan faktor normatif hukum lainnya.20 Hal-hal demikian yang 
mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam menjangkau kebutuhan hukum pada 
Korban Anak.  
Adanya Perlindungan Anak UUPA Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan 
Anak memberikan perlindungan khusus terhadap korban anak kejahatan 
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pencabulan Anak yaitu pada Ayat 1 pasal 59, yang berisi mengenai kewajiban 
serta tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara 
lainnya adalah memberikan Perlindungan bagi Anak,21 untuk memberikan 
Perlindungan Khusus pada Anak, seharusnya permasalahanterhadap tindak 
pidana kejahatan cabul anak perlu adanya upaya untuk pelayanan bagi korban 
kekerasananak lebih serius dan lebih mudah, melalui berbagai bentuk sistem 
dalampendampingan, pengayoman, pemberian ganti rugi, pengawasan, 
pemulihan, rehabilitasi serta perlindungan maupun pada tuntutan hukum. Selain 
itu pada pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menyebutkan kewajiban bagi aparat 
penegak hukum serta pemerintah untuk Anak, Anak Korban dan/atau anak saksi 
wajib memperoleh kepentingan yang terbaik bagi Anak. Aparat serta pemerintah 
tersebut yang menangani hal tersebut meliputi Pembimbing Kemasyarakatan, 
Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut 
Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum. Putusan Nomor 
13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru terdapat 
ketidak relevansinya hukum antara UUPA serta UU Sistem Perlindungan Anak 
menjadikan kekosongan hukum (rechstvacuum) pada putusan Pengadilan. 
Kekosongan Hukum seperti ini mengakibatkan tujuan hukum untuk melindungi 
korban dan mendatangkan keadilan tidak terakomodasi dengan baik, maka yang 
terjadi adalah banyak putusan pengadilan memiliki kepastian hukum namun tidak 
memenuhi rasa keadilan. 
Perspektif pada anak sebagai Korban wajib menjadi syarat dalam pelaksanaan 
dan penerapan keadilan (justice) baik di lingkungan peradilan maupun di luar 
peradilan yang mudah diperoleh sebagai solusi atas persoalan di Masyarakat. 
Mendasarkan pada hal tersebut, perlindungan Korban Anak secara realitas 
mengalami hambatan dalam hubungan putusan pengadilan dengan peraturan 
perundang-undangan mengenai perlindungan Anak yang menimbulkan 
kekosongan hukum (rechsvacuum), maksudnya adalah keadaan dimana 
ketiadaan aturan namun tidak memiliki arti atau kejelasan yang timbul akibat 
ketidakpastian hukum terhadap pengaturan pasal tersebut, sehingga kurang 
mengakomodasi respon terhadap Korban, dari sini Peneliti tertarik pada 
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perlindungan korban secara yuridis maupun praktik dalam penerapan 
perlindungan hukum bagi korban cabul Anak yang berlaku di Indonesia. Maka 
berdasarkan uraian diatas Peneliti tertarik untuk memilih judul Model Konsep 
Ideal Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan 
Anak. 
B. Rumusan Masalah 
Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok 
kajian, maka berikut ini diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian 
ini: 
1. Apa kelemahan-kelemahan pengaturan mengenai proses pemenuhan ganti 
kerugian terhadap korban Pencabulan Anak? 
2. Bagaimana model konsep ideal pemenuhan ganti kerugian terhadap 
Korban tindak pidana pencabulan Anak? 
C. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian tesis ini adalah sebagai 
berikut: 
1) Untuk menggali kelemahan-kelemahan pengaturan mengenai proses 
pemenuhan ganti kerugian terhadap korban Pencabulan Anak. 
2) Untuk mengidentifikasi serta merumuskan konsep ideal pemenuhan ganti 
kerugian terhadap Anak sebagai Korban tindak pidana pencabulan Anak. 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini berusaha mengungkapkan beberapa masalah yang 
dihadapai oleh masyarakat terutama pada anak. Melalui Ganti Kerugian Terhadap 
Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Adapun manfaat dibagian ini diuraikan 
sebagai berkut : 
Adapun manfaat penelitian terbagi atas : 




Sebagai kajian ilmu hukum tindak pidana pada perlindungan Korban Anak, 
khususnya yang berkaitan dengan penerapan putusan pidana Anak dan 
penyepurnaan pada peraturan Perlindungan Korban Anak. 
2) Secara Praktis 
Sebagai rumusan dan gagasan yang positif bagi pada lembaga 
perlindungan Anak, penegak hukum polisi, jaksa, Advokad maupun hakim dalam 
menangani perkara pidana Bagi Praktisi Hukum. 
Sebagai pengetahuan dan memberikan wacana baru terkait Ganti Kerugian 
Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan yang dapat menggugah 
kesadaran para penegak hukum serta Lembaga Perlindungan Korban atau Anak 
dalam menangani suatu perkara. 
 
a. Bagi Akademisi 
Sebagai bentuk kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum 
khususnya hukum pidana anak dan sehingga kedepannya menjadi bahan 
kajian terkait Ganti Kerugian Terhadap Anak Korban Tindak Pidana 
Pencabulan; 
b. Bagi Penegak Hukum 
Sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan proses peradilan Anak 
untuk kemudian dapat diterapkan model konsep ideal pemenuhan ganti 
kerugian terhadap korban tindak pidana pencabulan anak; 
c. Bagi Legislator 
Sebagai masukan dalam pertimbangan adanya perubahan atas ketentuan 
Undang-Undang yang mengatur model konsep ideal pemenuhan ganti 
kerugian terhadap korban tindak pidana pencabulan anak 
 
E. Orisinalitas Penelitian 
Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang telah dilakukan untuk 
mengetahui penelitian yang belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya atau 
penelitian yang berbeda substansinya, peneliti menemukan beberapa hasil 




untuk menghidari terjadinya plagiasi dengan karya ilmiah lainnya, orisinalitas 
dalam penelitian ini memberikan gambaran bahwasannya ini merupakan 
gambaran mengenai masalah yang belum diteliti. 
Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung dan penguat 
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F. Definisi Konseptual 
Anak Korban  Anak yang berusia di bawah 18 Tahun yang 
mengalami dan menderita penderitaan fisik, 
mental dan/atau kerugian ekonomi akibat 
tindak pidana pencabulan. 
Konsep  Suatu ide atau gagasan mengenai 
gambaran, perencanaan, dan proses untuk 
menghasilkan pemikiran yang baru dari 
sistem peradilan. 
Model Ideal Rencana atau diskripsi yang menjelaskan 
suatu teori konsep dengan berupa 
penyerderhanaan sistem proses peradilan 
dalam memperoleh ganti kerugian bagi 
Anak Korban. 
Pemenuhan Upaya suatu proses untuk memenuhi 
pelaksanaan sistem dalam mewujudkan 
hukum yang berkeadilan. 
Pencabulan Anak Segala bentuk membujuk untuk melakukan 
perbuatan mencari kenikmatan dengan 
menggunakan atau melalui alat kelamin 
oleh dua orang (atau lebih) yang Korbannya 
adalah anak-anak. 
Ganti Kerugian (Restitusi) Pengganti pembayaran kerugian Korban 
yang dibebankan kepada pelaku 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap atas kerugian 
materiil dan/atau immateriil yang diderita 




G. Kerangka Teori 
1. Teori Keadilan 
Keadilan (justitia)menurut bahasa indonesia dari kata asal adil 
yang berarti: tidak berat sebelah (seimbang) , tidak memihak, serta 
berpihak pada yang benar, dan sepatutnya tidak sewenang-wenang.22 
Yang artinya keadilan adalah semua hal yang berkenaan sikap (attiude) 
dan tindakan (action) pada hubungan antar sesama manusia, keadilan 
berisi terhadap tuntutan agar setiap orang yang memperlakukan sesame 
masnusia, itu sesuai dengan masing-masing hak dan kewajibannya, 
perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, 
semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.23 
Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam dunia sollen 
tumbuh secara filsafati mendalam pada alam hayalan manusia, namun 
tidak bisa diingkari bahwa semua orang dapat mendambakan keadilan.24 
Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, 
memperoleh pemenuhan bantuan berupa hak-hak yang memandang 
bahwa setiap para pihak pada saksi dan/atau korban mendapatkan 
pengakuan yang sama di depan hukum. Bahkan prinsip keadilan telah 
dijadikan sebagai landasan bagi nilai dan moral untuk menata kehidupan 
masyarakat.  
Pandangan yang menganggap bahwa tujuan dari hukum semata-
mata hanya bercorak pada keadilan belaka, hal tersebut diragukan 
dikarenanakan keadilan itu sesuatu yang abstrak. Keadilan dapat 
terwujud apabila sifatnya aan tetap dan terus-menerus dalan memberikan 
hak-haknya bagi setiap orang, serta terdapat  pula seriap orang yang 
melihat keadilan itu sebagai pembenaran bagi pelaksanaan atau praktek 
hukum yang diperlawankan secara kesewenang-wenangan. Aliran 
tersebut dapat dianggap sebagai aliran etis ajaran moral idea atau ajaran 
moral teoritis.25 
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Dalam teori Keadilan ini John Rawls memberikan perspektif 
keadilan merupakan kebajikan (kebaikan) yang utama dalam hadirnya 
lembaga-lembaga institusi-institusi sosial. Namun, kebajikan bagi seluruh 
masyrakat tidak bisa mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan 
dari setiap orang yang telah mendapatkan keadilan. Terkhusus bagi 
masyarakat yang kurang dalam mencari keadilan.26  
Kedilan menurut John Rawls merupakan dalam proses 
penegakkan hukum haruslah tanpa memandang mana sisi yang harus 
didahulukan dalam memperoleh keadilan serta haruslah memperhatikan 
prinsip-prinsip keadilan, seperti hak-hak dan kesempatan atas kebebasan 
dasar yang sama bagi setiap orang, serta keadilan sosial ekonomi. Rawls 
memiliki pengembangan teori utiliarianisme dengan memaksudkannya 
rata-rata average utiliarianisme yang memandang institusi sosial sebagai 
keuntungan atau kepuasan yang terjadi pilihan-pilihan dalam menjelaskan 
keputusan moral etis atas keadilan sosial. Maka keadilan harus 
memposisikan kebijakan-kebijakan untuk mengkoreksi dalam setiap 
aturan yang tidak adil yang dialami oleh masyarakat yang lemah hukum. 
Keadilan menurut Ulpian dalam menjalankan hukum harus 
mempunyai standar yang umum guna memperbaiki dan memulihkan 
konsekuensi-konsekuensi dari suatu orang dalam hubungannya satu 
sama lain. Pidana memperbaiki yang dilakukan oleh penjahat seperti 
memperbaiki kesalahan perdata, ganti kerugian mengembalikan 
keuntungan yang diperoleh secara salah.27     
2. Teori Viktimologi Hukum 
Viktimologi berasal dari kata victim (bahasa latin) yang artinya 
korban, sedangkan Logos yaitu Ilmu. Secara terminologis, viktimologi 
adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang Korban penyebab timbulnya 
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korban dan akibat penimbulan Korban yang merupakan masalah manusia 
sebagai suatu kenyataan sosial.28 
Dalam proses penegakan hukum pada proses peradilan pidana yang 
bertumpu pada bentuk peraturan hukum pidana dan peraturan hukum 
acara pidana, melalui negara melalui lembaganya mempunyai hak atau 
kewenangan untuk menjatuhkan putusan pidana. Apabila terjadi tindak 
pidana, maka tehadap pelaku akan di proses melalui lembaga peradilan 
dengan di berikan penjatuhan sanksi pidana. Dalam hal ini Anak korban 
tindak pidana kejahatan dan masyarakat secara otomatis akan diwakili 
oleh negara melalui instansi hukum Hakim, Jaksa atau Penasihat Hukum 
atau orga-organnya dengan cara mengadili dan menjatuhkan pidana 
secara adil atau setimpal dengan tindakan kejahatan pelaku.  
Mereka dalam hal ini Korban yang mengalami penderitaaan 
jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang 
mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan 
dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.29 
Maka dari itu bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan 
perlindungan hukum. Ketika anak menjadi korban dari kekerasan fisik 
maupun seksual, Negara harus menjamin serta memberikan 
perlindungan hukum kepada anak melalui peraturan perundang-
undangan, karena Anak merupakan penerus bagi kemajuan berbangsa 
dan bernegara. 
Perlindungan Anak yaitu segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat mendapatkan 
kehidupan yang tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara 
optimal sesuai dengan harkat dan martabat dirinya sebagai manusia, 
serta mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.30 
 
Adapun pengertian anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan 
adalah anak yang telah mengalami kekerasan pada penderitaan 
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fisik/psikis/seksual/sosial sebagai akibat perbuatan pelangaran hukum 
yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara.31 
 Tujuan dari perlindungan anak juga sejalan dengan UU Dasar RI 
Tahun 1945 Pasal 22 B Ayat (2) yang berbunyi: 
Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekrasan dan 
diskriminasi. 
Perubahan paradigma dalam kriminologi memberikan pemahaman 
dalam viktimilogi, timbulnya kesadaran bahwa masalah kejahatan atau 
kausa kejahatan yaitu proses penimbulan korban tidak cukup dipelajari 
mealui pebuatannya mazhab klasik dan/atau pelakunya mazhab 
postivistis. Konteks masyarakat yang lebih berkeadilan sosial dengan 
memepelajari seluruh proses latar belakang perilaku dari agen-agen 
kontril sosial (aparat penegak hukum).32 
Paradigma korban yang luas ini menjangkau realitas korban dalam 
keseluruhan proses sosial yang terjadi. Oleh karena itu, konteksnya 
adalah perlindungan Korban yang lebih adil dalam birokrasi hukum yang 
ada. Dikaji dalam paradigma sosial, bahwa pendefinisian korban termasuk 
respons sosialnya adalah sebagai konstruksi sosial yang diciptakan dalam 
perundang-undangan, yaitu KUHAP maupun KUHP dan perundang-
undangan lainnya maupun penerapannya melalui keputusan dan tindakan 
yang diambil penegak hukum. Pemikiran viktimologi yang dilandaskan 
pada kerangka pemikiran baru telh meninggalkn pendekatan positivistik 
(mencari sebab musabab kejahatan, etiologi kriminal) yaitu dalam 
kriminologi kritis critical criminologi yang memperhatikan proses yang 
terjadi dalam sistem peradilan pidana dan struktur masyarakatnya 
sehingga membuka mata pula terhadap proses penegakan hukum dan 
perundang-undangan yang dirasa justru menimbulkan fakta viktimisasi 
terhadap masyarakat. Menurut Sahetapy pendifinisian viktmisasi tersebut 
adalah  : 
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Penderitaan baik secara fisik maupun secara psikis atau mental 
berkaitan dengan berbagai perbuatan. Perbuatan yang dilakukan itu 
bisa dari perorangan, suatu kelompok tertentu, komunitas tertentu 
bahkan juga dari pihak penguasa, sehingga korban bukan saja 
perorangan. Sehingga Korban bukan saja perorangan melainkan 
dapat pula beberapa orang, sekelompok orang atau komunitas 
tertentu atau sebagian dari rakyat yang menderita bukan hanya 
secara fisik melainkan inklusif dalam arti finansial, ekonomis, sosial, 
agama dan dalam artian psikis secara luas.33 
 
Penamaan yang berbeda dalam pergerakan viktimologi diidentifikasi 
oleh D. Miers dalam 3 tipe viktimologi diantaranya yaitu : 
1) Positivist Victimology 
Karakteristik dari Miers dalam pergerakan Korban adalah : 
Conservative within victimology and the victims rights movement see 
the criminal justice system as the guarantor of retributive justice-
satisfying victims with the knowledge that offender are being 
punished for their crimes. 
Yang artinya adalah : 
Gerakan konservatif dalam viktimologi dan hak-hak korban 
memandang sistem peradilan pidana sebagai penjamin keadilan 
retributif korban pemuas dengan pengetahuan bahwa pelaku 
dihukum atas kejahatannya. 
Pada prinsipnya dalam viktimologi positivistik ini memaknai terminologi 
korban (victim) dalam terminologi frame work sama sekali tidak 
mempertanyakan label korban (victim) namun menerima begitu saja 
konstruksi hukum dalam memahaminya.34 
 
2) Radical Victimology 
R. Elias menegaskan bahwa radical victimology berkonsentrasi pada 
pertanyaan mengenai hak-hak asasi manusia (human rights) yang 
menyatakan : 
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 A victimology encompasses hUman rights would not divert attention 
from crime victims and their rights, but rather would explore their 
inextricable relationship to more universal human rights concerns. 
Yang artinya : 
Sebuah viktimologi yang mencakup hak asasi manusia tidak akan 
mengalihkan perhatian dari korban kejahatan dan hak-hak mereka, 
melainkan akan mengeksplorasi hubungan mereka yang tidak 
terpisahkan dengan masalah hak asasi manusia yang lebih universal. 
Radical victimology memosisikan masyarakat tidak dibentuk berdasar 
konsensual tetapi mengakui pertimbangan kekuasaan dari hukum dan 
negara untuk menekannya. Radical victimology bergerak dari frame work 
yang melihat viktimologi yang concern pada pendifinisian melalui 
pemahaman konvensional terhadap hukum yang mengakui pentingnya 
hubungan problematisasi dari sisi hukum dan negara tau hubungan 
antara hubungan antara hukum dan klas sosial.35 
3) Critical Victimology 
Viktimologi kritis adalah upaya memahami proses-proses yang ada 
dibelakang kita go on behind our backs yang maksudnya bahwa 
Viktimologi kritis concern pada proses latar belakang bekerjanya 
pembuatan maupun bekerjanya hukum. Menurut Giddens mengatakan : 
A critical victimology informed by these ideas problematize both the 
law and the rule on the state,  and place both conceptual empirical 
questions raised by feminist movement at the centre of agenda ... and 
demand that account is taken of the recessive relationship between 
agency and structure.    
Yang artinya : 
Sebuah viktimologi kritis yang diinformasikan oleh ide-ide ini 
mempermasalahkan hukum dan aturan tentang negara, dan 
                                                             




menempatkan kedua pertanyaan empiris konseptual yang diangkat oleh 
gerakan feminis di pusat agenda ... dan menuntut agar pertimbangan 
diambil dari hubungan resesif antara lembaga dan struktur. . 
Oleh karena itu bahwa sebenarnya  pergerakan viktimologi mengalami 
turning point atau rediscovery yang akhirnya menggulirkan pemahaman 
bahwa konsep pergerakan korban tidak melulu hanya dibatasi pada 
konteks sistem peradilan pidana, tetapi juga pada konteks yang lebih luas 
dari kesejahteraan. Viktimologi yang berembang dalam pengaruh 
kriminologi kritis mereaksi terhadap paham positivisme dalam kriminologi 
positivistis yang tadinya dianggap mampu menerangkan kenyataan dan 
menjangka keseluruhan kenyataan melalui ilmu hukum positif tentang 
penimbulan korban dan reaksi sosialnya.  
3. Teori Perlindungan Anak 
Teori perlindungan Anak adalah segala rangkaian usaha yang 
dilakukan untuk menciptakan suatu kondisi agar setiap Anak dapat 
melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan 
Anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.36 Dari perlindungan Anak 
merupakan perwujudanadanya keadilan dalam suatu masyarakat, maka 
dengan demikian perlindungan Anak diusahakan dalam bebagai bidang 
kehidupan bernegara dan bermasyarakat melalui protection child and 
fulfillment child rights based approach (to respect, to pretect and to 
fulfill).  
Eksitensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung 
dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak. Penegakan 
hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah 
semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk 
mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Hukum yang dibuat untuk 
dilaksanakan, akan tetapi masalah penegakan merupakan masalah yang 
                                                             




tidak sederhana.37 Terdapat dua aspek penting dalam keberhasilan 
penegakan hukum tersebut yaitu tatacara penegakan hukum (prosedural 
justice) dan isi atau hasil penegakan hukum (substantive justice). Tata 
cara dimaksud adalah tata cara untuk mewujudkan keadilan, karena 
menurut Bagir Manan, tujuan untuk mewujudkan keadilan hanya dapat 
dicapai dengan cara-cara yang adil pula. Berkaitan dengan pendapat 
bagir manan maupun la favre tersebut, dalam pandangan Satjipto 
Raharjo, ketika berbicara tentang penegakan hukum pada hakikatnya 
berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene 
adalah abtrak. Suatu ide tentang keadilan, kepastian, hukum dan 
kemanfaatan social. Sebab penegakan hukum merupakan suatu usaha 
untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan dan proses 
perwujudan ide-ide itu merupakan hakikat dari penegakanhukum. Konsep 
penegakan hukum adalah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat 
atau diciptakan, sebab penegakan hukum itu suatu proses untuk 
mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.38 
Tujuan perlindungan Anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak 
Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 
optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindugan dari kekerasan dan dikriminasi, demiterwujudnya anak 
Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Maka dari itu 
permsalahan hukum pada hak-hak Anak diperlukan peraturan hukum 
yang selaras dengan perkembangan masyarakat agar teratur, tertib dan 
bertanggungjawab. Aspek hukum pada perlindungan Anak dipusatkan 
pada hak yang diatur sedangkan Negara diberikan kewajiban untuk 
melaksanakan hak-hak Anak. 
H. Desain Penelitian 
Berdasarkan kajian pustaka dibuat, desain penelitian yang 
merupakansistematisasi masalah dengan cara menderivasikan masalah 
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abstrak-teoritikmenjadi masalah konkret-faktual Tesis dengan landasan teori 
yang digunakan,data/bahan hukum yang diperlukan, serta analisis yang 





















 LATAR BELAKANG 
Das Sollen 
  Undang-Undang RI Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak mengenai Hak ganti kerugian korban 
kekerasan seksual; 
 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan 
Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak mengenai hak korban pada perlindungan 
Anak;  
 Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2017 tentang 
pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak 
pidana. 
 Ganti kerugian  Korban Tindak 
Pidana Perbuatan Cabul Pada 
Anak Nomor 13/Pid.Sus-
Anak/2017/PN.Pbr; 
 Peroleh hak kompensasi 
 Perolehan serta pelaksanaan hak 
retitusi (ganti kerugian). 
RUMUSAN MASALAH 
1) Apa kelemahan-kelemahan pengaturan mengenai 
proses pemenuhan ganti kerugian terhadap korban 
Pencabulan Anak? 
2) Bagaimana model konsep ideal pemenuhan ganti 
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I. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
 Pada tesis yang digunakan peneliti adalah menggunakan penelitian hukum 
normatif. Metode penelitian normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah 
dalam menemukan kebenaran berdasrkan logika keilmuan hukum dari sisi 
normatfnya.39 
Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis tentang permasalahan yang 
ada pada penelitian, sesuai dengan ruang lingkup pembahasan mengenai hukum 
yang sudah ada. Sebagai ilmu praktis normologis, pada ilmu hukum normatif 
berhubungan langsung dengan praktik hukum yang menyangkut dua aspek 
utama yaitu :tentang pada pembentukan hukum serta pada penerapan hukum.40 
Usaha untuk ganti kerugian terhadap anak korban tindak pidana pencabulan 
dengan menjelaskan konsep tersebut melalui peraturan perundangan-undangan 
tentang Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak pada pelaksanaan 
restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, yang kemudian dapat 
diterapkan pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr HakimPengadilan 
Negeri Pekanbaru melalui model konsep pemenuhan ganti kerugian terhadap 
korban tindak pidana pencabulan. 
Dengan ini Peneliti menggunakan prosedur induktif, yang mana proses 
berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan pada fakta dan berakhir 
pada suatu kesimpulan dan saran yang berupa asas hukum. Sebagaimana 
diketahui bahwa data hukum pada peraturan-peraturan dan putusan pengadilan, 
tidak bisa menjawab seluruhnya. Oleh karena itu usaha perlengkapannya 
dikerjakannya dengan menemukan asas-asas umum melalui poses induksi. 
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2.  Pendekatan penelitian 
Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mengaji serta menganlisis hukum 
mengenai perlindungan Korban Anak. Untuk itu penelitian ini berbasis pada 2 
(dua) pendekatan penelitian, diantarnya adalah : 
 
1) Penelitian menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statue 
Approach). Dalam pendekatan ini harus melihat hukum sebagai sistem 
tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut : 
a. Comprehensive artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya 
terkait antara satu dengan lain secara logis; 
b. All-Inclusive bahwa kumpulan norma hukum tersebut mampu 
menampung pemasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan 
ada kekurangan hukum; 
c. Systematic bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang 
lain, norma-norma hukum tersebut tersusun secara hierarkis.41 
Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, dimana dengan 
pendekatan-pendekatan tersebut penyusun akan mendapat informasi dari 
berbagai aspek dalam menganalisis permasalahan tersebut. Dalam 
metode pendekatan perundang-undangan peneliti pada pemahaman 
hierarki, dan asas-asas dalam  peraturan perundang-undangan. 
Kelemahan-kelemahan pada pengaturan proses pemenuhan ganti 
kerugian terhadap korban pencabulan anak harus mencerminkan gagasan 
pada Asas Keadilan, dengan demikain akan memunculkan intepretasi. 
Dari hasil intepretasi tersebut terdapat kelemahan-kelemahan pengaturan 
mengenai proses pemenuhan ganti kerugian terhadap korban Pencabulan 
Anak. Sehingga, memberikan model konsep ideal pemenuhan ganti 
kerugian terhadap Korban tindak pidana pencabulan Anak. 
2) Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus (case study). Studi 
kasus adalah suatu tipe pendekatan dalam penelitian yang penelaahannya 
                                                             




kepada satu kasus yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail 
dan komprehensif.42 
Pada penelitian ini fakta materiel pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus-
Anak/2017/PN.Pbr Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjadi rujukan 
dalam membangun argumentasi. Di dalam civil law hukum Indonesia 
dilihat konsiderans Menimbang pada Pokok Perkara. Dengan kata lain 
ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang menopang 
argumentasi hukum pada fakta materiel yaitu pada kasus (putusan 
pengadilan).  
3) Penelitian menggunakan Pendekatan Konseptual. Pendekatan ini 
manakala dilakukan memang belum ada aturan hukum atau tidak ada 
aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Peneliti merujuk pada 
prinsip-prinsip hukum, serta konsep yang terdapat di dalam undang-
undang.43 
Dari apa yang dikemukakan dalam mengidentifikasi prinsip-prinsip 
tersebut selaian dalam perundang-undangan, terdapat konsep hukum 
ditemukan pada putusan pengadilan untuk kemudian ditelaahn serta 
memahami substansi ilmu hukum yang diperlukan. Adapun Konsep 
Pemenuhan Hak Perlindungan Korban Pada  Proses Peradilan Tindak 
Pidana Cabul Anak memilki 2 (dua) model dasar dalam rangka 
pengaturan hukum perlindungan korban Anak yaitu Pertama, Hak-Hak 
Prosedural (The Procedural Rights Model) Pada model ini dilakukan 
dengan mengedepankan posisi Korban Anak sebagai subyek yang harus 
diberikan hak-hak yuridis yang luas. Kedua, Model Pelayanan (The Service 
Model) Model pelayanan ini diletakkan pada sarana khusus untuk 
pelayanan dalam kerangka penegak hukum melalui sistem peradilan 
pidana. 
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum 
Karakteristik utama pada penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan 
pengkajian hukum terletak pada sumber bahan hukum, bukan data atau fakta 
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sosial, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum 
yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.44 
Adapun bahan hukumnya adalah sebagai berikut : 
1) Bahan Hukum Primer Yaitu berupa ketentuan perundang undangan, terdiri 
pada : 
 
a. (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
b. tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana UU Nomor 8 Tahun 
1981 
c. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 
tentang perubahan atas Undang Undang nomor 23 Tahun 2002   
d. Undang-Undang Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak Republik 
Indonesia  Nomor 11 Tahun 2012   
e. Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 
2014 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 13 Tahun 2006  
f. Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan 
bantuan kepada saksi dan korban Nomor 44 Tahun 2008 
g. Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang 
menjadi korban tindak pidana Nomer 43 Tahun 2017 
h. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr Hakim Pengadilan Negeri 
Pekanbaru. 
 
2) Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dituangkan para pendapat 
para ahli hukum pada Rancangan (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual, 
Buku Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, 
Buku Perlindungan Korban Suatu Perspektif Vikimologi dan Kriminilogi 
jurnal ilmiah Pelaksanaan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana 
Pencabulan 
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Ditinjau Dari Hukum 
Progresif yang memiliki relevansi pada penelitian ini. 
                                                             




4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum  
Penelitian hukum normatif yang sepenuhnya mempergunakan data 
skunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat di 
tingalkan. Akan tetapi, penyusunan kerangka konsepsionil mutlak diperlukan. Di 
dalam menyusun kerangka konsepsionil, maka dapat dipergunakan perumusan 
yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang di jadikan dasar 
penelitian, atau yang hendak diteliti.45 
Tehnik dalam pengolahan Data menjelaskan langkah-langkah pengolahan 
data yang terkumpul, dengan pencegahan validitas data,melalui proses 
penglasifikasian data dengan mencocokkan pada masalah yang ada, mecatat 
datasecara sistematis dan konsisten kemudian dituangkan dalam rancangan 
konsep sebagai acuan dasar utama analisis.46 Dan untuk menghindari agar tidak 
terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman,maka peneliti dalam 
menyusun skripsi ini melakukan beberapa upaya diantaranya yaitu : 
a) Editing data : Editing adalah kewajiban pengolah data meneliti kembali 
catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu 
sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses 
berikutnya.47 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan dicari kefokusan pada Hak 
memperoleh Perlindungan Korban Anak. Pada pereduksian data ini peneliti 
dapat memproses data untuk mendapatkan temuan dan mengembangkan 
penelitian ini secara signifikan. Dengan cara ini diharapkan dapat 
meningkatan data yang hendak diolah dan dianalisis. Setelah diadakan 
perangkuman data, maka peneliti akan mengedit dari semua data yang 
terkumpul baik data primer maupun sekunder dan kemudian diolah pada 
tahap selanjutnya. 
b) Coding 
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Yaitu Proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para reponden 
menurut kriteria atau macam yang diterapkan. Klasifikasi ini dilakukan 
dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan tanda kode 
tertentu,48 misal dengan angka (angka kode). Sejumlah kategori diperlukan 
coding, yaitu : 
1) Bahwa setiap perangkat kategori harus dibuat dengan mendasar diri 
kepadasatu asas kriteria tunggal 
2) Bahwa pada setiap perangkat dari kategori dibuat dalam data yang 
lengkap sehingga tidak ada satupun jawaban dari responden yang 
belum mendapatkan tempatnya yang lebih tepat ke dalam kategori 
yang telah disediakan 
3) Bahwa kategori tersebut satu sama lain (dalam perangkat) harus 
saling berpisah tegas, dan tidak boleh saling overlap, sehingga 
dengan demikian setiap jawaban responden yang masuk tidak 
mungkin dapat dimasukkan ke dalam lebih dari satu kategori.49 
Pada penelitian ini ganti kerugian terhadap anak korban tindak pidana 
pencabulan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
peraturan mengenai perlindungan korban Anak serta 
Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr HakimPengadilan Negeri 
Pekanbaru. 
Agar data yang dipeoleh mudah dianalisis serta disimpulkan untuk 
menjawab masalah yang dikemukakan didalam penelitian, maka jawaban dari 
responden diringkas terlebih dahulu. 
c) Klasifikasi data 
Penelitian Tesis ini, penelitian menggunakan Klasifikasi sebagai kategori 
upaya memilah-milah setiap satuan data kedalam bagian-bagian yang memiliki 
kesamaan. Dari data tersebut akan disusun sesuai dengan kategeri kalsifikasi, 
dan diberikan label pengumulan sehinggan saling berkaitan.50 
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Bahan hukum dikumpulkan melalui inventarisasi dan identifikasi suatu 
data pada peraturan perundang-undangan, kemudian klasifikasi bahan hukum 
sesuai eprmasalahan hukum yang ada. 
d) Verifikasi data 
Verifikasi data adalah bukti kebenaran data untuk menjamin validitas data 
yang telah terkumpul. Verifikasi ini mulai dilakukan dengan cara menemui 
sumber data (informan) dan dengan memberikan hasil wawancara dengannya 
tersebet untuk kemudian ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di 
informasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti 
memverifikasinya dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan (cross-check) 
antara hasil wawancara dengan informan yang satu dengan pendapat informan 
lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.51 
Proses penerimaan data melalui informan tersebut dihubungkan pada 
Hukum Pidana Kitab Undang-Undang (KUHP) Undang-undang Hukum Acara 
Pidana, Perlindungan Anak  
pelaksanaan dan Pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan kepada saksi 
dan korban  
Sistem Peradilan Pidana Anak serta Putusan Nomor 13/Pid.Sus-
Anak/2017/PN.Pbr Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru. 
e) Analisis data 
Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data 
kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data 
penting mana yang harus dipelajari. Analisa data adalah proses merinci usaha 
secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide yang seperti 
disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema 
dan ide itu.52 
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Tehnik analisis pada dasarnya adalah analisis deskriptif, diawali dengan 
mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut bagan pada sub aspek 
dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap 
subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan 
analisa atau interprestasi keseluruhan pada aspek untuk memahami makna 
hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan 
aspek yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian yang dilakukan secara 
induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh dan menyeluruh.53 
Selanjutnya peneliti melakukan analisis fakta-fakta sosial melalui ganti 
kerugian terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dengan menjelaskan 
konsep tersebut melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
a) Undang-undang Hukum Acara Pidana; 
b) Perlindungan Anak, pelaksanaan dan Pemberian Kompensasi, 
Restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban; 
c) Sistem Peradilan Pidana Anak serta; 
d) Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr Hakim Pengadilan 
Negeri Pekanbaru. 
Atau sebaiknya ilmu hukum itu dijelaskan melalui bantuan fakta-fakta sosial 
yang ada dan berkembang, kemudian diterpakan dalam proses peradilan Anak. 
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Penelitian ini menggunakan tehnik analisis Intepretasi Hukum atau 
penafsiran. Intrepetasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan 
hukum yang memberikan penjelasan gamblang tenang teks Undang-Undang 
agar ruang lingkup kaidah dalam Undang-Undang tersebut dapat diterapkan 
pada peristiwa hukum tertentu.54 Tujuan utama Intrepetasi Hukum adalah 
menjelaskan maksud sebenarnya para pihak atau meupakan suatu kewajiban. 
Dengan demikian arti penafsiran sebagai suatu kesimpulan dalam usaha 
memberikan penjelasan atau suatu kata istilah mengandung arti pemecahan atau 
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penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur (vage normen) , 
antinomi hukum (konflik hukum), dan ketidapastian hukum.55 
Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang 
berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi penelitian terdahulu, 
Kemudian meng-inventarisasi dan mengidentifikasi padaperaturan perundang - 
undangan, selanjutnya dilakukan konsep pada analisis terhadap kasus terkait dan 
peraturan perundang-undangan mengenai Perlindungan Korban Anak dengan 
melakukan penafsiran terhadap peraturan mengenai Hak-hak Korban yang lain, 
untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. 
Adapun metode penemuan hukum melalui metode intrepetasi hukum 
dijelaskan sebagai berikut : 
a. Intrepetasi Gramatikal 
Yaitu merumuskan suatu aturan perundang-undangan atau suatu 
perjanjian seharusnya menggunakan bahsa yang dipahami oleh 
masyarakat yang menjadi tujuan pengaturan hukum tersebut. Karena 
penafsiran undang-undang pada dasarnya merupakan penjelasan dari 
segi bahasa yang digunakan, maka jelas bahwa pembuatan suatu aturan 
hukum harus terikat pada bahasa.56 
b. Intrepetasi Sistematis 
Yaitu metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari 
keseluruhan sistem perundang-undangan, artinya tidak satupun dari 
peraturan perundang-undangan tersebut seakan-akan berdiri sendiri, 
tetapi harus dipahami dalam kaitannyadengan jenis peraturan yang lain. 
Tidak menyimpang dan keluar dari sistem perundang-undangan atau 
sistem hukum negara.57 
c. Intepretasi Sosiologis 
Yaitu pemaknaan suatu aturan hukum ditafsirkan berdasarkan tujuan 
pembuatan aturan hukum tersebut dari apa yang ingin dicapai dalam 
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masyarakat, sehingga peraturan hukum tersebut dapat diterapkan sesuai 
dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.58 
Dari metode intepretasi tersebut Disini Hakim tidak diperkenankan 
melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan 
pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri. Itu artinya ketentuan pasal  
yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Undang-undang Hukum Acara Pidana 
Perlindungan Anak 
pelaksanaan dan Pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan kepada saksi 
dan korban 
Sistem Peradilan Pidana Anak serta Putusan Nomor 13/Pid.Sus-
Anak/2017/PN.Pbr HakimPengadilan Negeri Pekanbaru. 
Dapat memberikan penjelasan mengenai maksud Pelindungan Korban Anak 
seperti dinyatakan dalam kata-kata yang digunakan oleh para pihak lembaga 
Perlindungan dilihat dari keadanan yang mengelilinginya. 
J. Sistematika Penulisan 
Dаlаm penyusunаn Tesis yаng berjudul Model Konsep Ideal Pemenuhan Ganti 
Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak, аkаn menggunаkаn 
sistemаtikа sebаgаi berikut: 
BАB I: PENDАHULUАN 
A. Lаtаr Belаkаng   
B. Rumusаn Mаsаlаh   
C. Tujuаn Penelitiаn   
D. Mаnfааt Penelitiаn 
E. Orisinаlitаs Penelitiаn 
F. Kerangka Teoritik 
G. Desаin Penelitiаn 
 
BАB II: KAJIAN PUSTAKA 
                                                             




Berisi tentаng kаjiаn-kаjiаn kepustаkааn yаng terdiri dаri: 
Konfigurasi Anak sebagai Korban Tindak Pidana Anak, 
Perlindungan Korban perspektif Viktimologi, Ganti Kerugian 
perspektif Perlindungan Anak. Serta kedudukan terhadap Anak 
Korban Tindak Pidana Pencabulan. 
 
BАB III: HАSIL DАN ANALISIS 
Kelemahan-kelemahan Pemenuhan ganti kerugian pada putusan 
Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr, substansi kekosongan 
hukum antara putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr 
Hakim Pengadilan Negeri dengan Peraturan perundang-
undangan mengenai pemenuhan ganti kerugian terhadap korban 
Pencabulan Anak serta berisi Model Konsep Ideal Pemenuhan 
Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak  
melalui 2 model 
 
BАB IV: PENUTUP 
Berisi kesimpulаn аtаu pembаhаsаn sаrаn secаrа singkаt sertа 
Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru putusan Nomor 
13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr dengan pengaturan mengenai 
perlindungan Anak Korban masih terbatas, secara konsep 
dengan diberlakukannya cross examination dengan memberi 
perspektif Anak Korban yang harus diberi kewajiban dalam 
mempertimbangkan ganti kerugian pada peradilan pidana 
sebagai kebijakan pidana tambahan atau alternatif yaitu 
dijatuhkan bersama pidana pokok dan menempatkan perspektif 
korban sebagai salah satu syarat pembuatan Undang-Undang 
Perlindungan Anak pada Putusan Pengadilan. Pertama, 
Kekosongan dalam Hukum berupa Kewajiban perolehan hak 
korban ini melalui proses permohonan restitusi. Kedua, 
Kekosongan dalam perUndang-Undangan, Korban tindak pidana 
pencabulan melalui pemenuhan ganti kerugian sifatnya terbatas 
(limitatif) yang tidak mencantumkan sama sekali mengenai 




untuk memberkan ganti kerugian terhadap Korban. Penerapan 
konsep pemenuhan ganti kerugian memilki 2 (dua) model yaitu 
Hak-Hak Prosedural (The Procedural Rights Model) melalui 
Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual 














1. Konfigurasi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana 
Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
perubahan atas Undang Undang nomor 23 Tahun 2002  tentang Perlindungan 
Anak Pasal 1 menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum mencapai 
usia Delapan Belas Tahun 18 (Delapan Belas Tahun), termasuk anak yang masih 
dalam kandungan Ibu.59 
Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang UUPA, 
Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan kehidupan 
berbangsa dan negara dalalam berdemokrasi.60 Negara menjunjung tinggi HAM 
hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak-hak Anak yang tertuang dalam 
UUD 45 dan beberapa ketentuan  peraturan  yang bersifat Internasional.61 
Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus, kesempatan serta fasilitas yang 
memungkinkan mereka dapat berkembang secara sehat dan wajar dalam 
keadaan secara bebas dan bermanfaat yang sama dalam memiliki nama serta 
pengakuan kebangsaan sejak lahir mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang 
cukup, tempat tinggal, rekreasi, dan pelayanan kesehatan, menerima ilmu 
pendidikan, perawatan medis dan perlakuan khusus bagi mereka cacat. Tumbuh 
dan dibesarkan dalam keadaan atau suasana yang penuh dengan rasa kasih 
sayang dan rasa aman bagi. Memperoleh perlindungan baik atas segala bentuk 
penyia-nyian, kekejaman dan penindasan maupun segala perbuatan yang 
mengarah kedalam bentuk diskriminalisasi, hal tersebut merupakan Hak-hak 
khusus yang didapatkan bagi Anak.62 
Anak merupakan makhluk yang aktif dalam penjelajahan sesuatu yang brsifat 
adaptif ketika masa anak-anak sebagai wujud awal manusia pada kebaikan dan 
sifat buruk yang lambat namun jelas berkembang dan mewujudkan dirinya. 
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Pertumbuhan tersebut akan menghasilkan kematangan, yang diantarnya yaitu 
munculnya pola prilaku tertentu pada pertumbuhan jasmani maupun rohani.63 
Berikut adalah uraian tentang pengertian anak menurutperaturan perundang-
undangan: 
a) Dalam KUHP tidak dirumuskan secara jelas tentang pengertian anak 
akan tetapi dalam Pasal 45 dan Pasal 72 yang memuat batasan usia 
maksimal anak adalah 16 tahun bahwa pasal ini sudah tidak berlaku 
lagi karena adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak. 
b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam 
Pasal 1 angka 1 bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara Anak 
Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 
18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. 
c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
Pasal 1 angka 1 bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
d) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 
dalam Pasal 1 angka 2 bahwa Anak adalah seseorang yang belum 
mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. 
e) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
dalam Pasal 1 angka 5 bahwa Setiap manusia yang berumur di bawah 
18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi 
kepentingannya. 
Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anakmenurut 
hukum positif, begitu juga menurut pakar ahli. Namun di beberapa pengertian 
tidak ada kesamaaan mengenai pengertian anaktersebut, karna dilatarbelakangi 
dari maksud dan tujuan masing-masingdari hukum positif itu sendiri maupun 
menurut para ahli. Pengertiananak menurut hukum positif dapat dilihat sebagai 
berikut: 
                                                             




a. Menurut hukum pidana, pengertian kedudukan anak dalam 
hukumpidana diletakan dalam pengertian seorang anak yang belum 
dewasasebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu 
mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang 
berlaku.Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam 
pasal 287 KUHP dalam pasal tersebut disebutkan bahwa anak dibawah 
umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (limabelas 
tahun). Sedangkan dalam aspek kajian hukum pidana persoalan 
menentukan batas usia anak jika diteliti beberapa ketentuan 
dalamKUHP yang mengatur batas usia anak, juga terdapat 
keanekaragaman. Menurut pasal 45 KUHP seseorang 
yangdikategorikan berada dibawah umur atau belum dewasa apabila 
belum mencapai usia 16 Tahun. Pasal 283 KUHP menentukan 
bataskedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 Tahun. Dari 
ketigaketentuan tersebut, apabila diterapkan terhadap persoalan 
pertanggungjawaban pidana, maka yang dikategorikan sebagai anak 
(dibawah umur) adalah apabila belum mencapai usia 16 Tahun. 
Halinilah yang membedakan keadaan seseorang termasuk 
dalamkategori sebagai seorang anak atau seseorang yang telah 
dewasa. Batas usia tersebut dalam lingkungan pengadilan tinggi 
Jakarta telah diperluas menjadi 18 tahun, sebagaimana termuat dalam 
surat edaran Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 juli 1974. 
Selanjutnya pada KUHP menentukan bahwa pada usia 18 Tahun 
disebutkan Anak memiliki pada batas pertanggungjawaban sebagai 
seorang anak. Secara tegas pada KUHP pasal 113, menyatakan: 
Ayat (1) apabila terdapat anak yang belum mencapai umur 12 
Tahun melakukan perbuatan tindak pidana, hal tersebut dalam 
perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ayat (2) 
pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang 
berusia antara 12 tahun dan 18 tahun yang melakukan tindak 
pidana. 
 
b. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 
tentang kesejahteraan anak, merumuskan sebagai berikut: anak 
adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu tahun) 




telah ditetapkan disebabkan pada pertimbangan suatu kepentingan 
usaha pada kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, 
kematangan pribadi, serta kematangan mental seorang anak dicapai 
pada usia tersebut. 
c. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. 
d. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
anak, Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah 
mencapaiumur 8 tahun tetapi belum mancapai 18 tahun dan belum 
pernahkawin.64 
2. Perlindungan Korban Anak dalam Sistem Peradilan Pidana 
Kedudukan korban pada sistem proses peradilan pidana sebagai pihak pencari 
keadilan selama ini terasa terabaikan. Apabila dikaji melalui tujuan dari 
pemidanaan pada peraturan perundang-undangan hukum pidana positif di 
Indonesia, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti halnya pemulihan 
atau rehabilitasi (treatmen offenders) juwa serta pemulihan readaptasi pada 
sosial pemasyarakatan dan yang lainnya. Pengelolaan dalam sistem peradilan 
pidana adalah sebagai suatu sistem  yang menerima kedudukan sistem tersebut 
sebagai subsistem dari upaya sistem yang lebih besar yaitu masyarakat.65 
Bekerjanya peradilan pidana pada pranata keadilan mayarakat harus di 
fungsikan sebagai sistem administrasi keadilan yang harus mampu 
menyelesaikan permasalahan hukum pidana baik dalam lembaga-lembaga 
maupun pada sosial masyarakat secara adil.66 Bekerjanya penegak hukum 
melalui intansi-instansi seperti dalam peradilan pidana baik itu pada penegak 
hukum polisi, jaksa, maupun hakim dalam menangani perkara pidana merupakan 
sebagai suatu birokrasi pada subsistem sosial yang bekerja dalam lingkungannya, 
dan mempunyai cara dalam mencapai tujuan. Hukum tersebut tertuang dalam 
landasan normatif yaitu KUHP dan KUHAP, serta perundang-undangan lainnya 
sebagai instrumen bekerjanya peradilan pidana. 
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Tahap dalam menangani perkara pidana material sebagaimana digariskan 
dalam KUHAP  mengandung pertanggung jawaban terhadap HAM. Artinya,HAM 
dapat dikonklusikan memperoleh atensi juridis dan jaminan perlindungan bilaman 
tahap-tahap yang sudah ditentukan oleh KUHAP dapat ditegakkan dengan prinsip 
fair trial (keterbukaan kejujuran).67 
Jaminan terhadap perlindungan atas anak yang menjadi korban kekerasan 
seksual secara umum telah diamanatkan didalam UUD Negara Republik 
Indonesia tahun 1945 Pasal 28 b ayat (2) yaitu Hak anak untuk kelangsungan 
hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atasperlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. Secara khusus, pada perlindungan hukum terhadap anak dengan 
fenomena kejahatan pencabulan merupakan perlindungan yang dilakukan 
setelah dan sebelum anak menjadi korban kejahatan pencabulan. Perlindungan 
hukum yang dialakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan pencabulan 
adalah perlindungan hukum secara preventif. Perlindungan hukum yang 
dilakukan setelah anak menjadi koban kejahatn seksual adalah perlindungan 
hukum secara represif.68  
Faktor eksternal menyangkut political will dari pemerintah untuk menyusun 
dan melaksanakan program pembangunan yang berwawasan untuk kepentingan 
anak. Sedangkan faktor internal penegakan hak anak, meliputi : 
1) Peraturan hukumnya, yang berkaitan dengan bagaimana proses 
peraturan hukum itu dibentuk, yang antara lain mencakup; 
a) Bagaimana cara dan syarat yuridis pembentukkannya; 
b) Apakah materi hukumnya telah sesuai dengan semangat, nilai, 
asas dan kaidah tentang anak; 
c) Apakah peraturan pelaksanaan yang dikehendaki telah sesuai dan 
dipersiapkan untuk menghindari kekosongan hukum; 
2) Aparat penegak hukum yang terlibat langsung sudah memahami 
tentang hak-hak anak serta mampu dan mau menegakkannya; 
3) Budaya hukum masyarakatnya, yang dimaksud adalah struktur sosial 
serta pandangan kultural yang menyangkut keyakinan masyarakat 
pada hukum dan penegakannya; 
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4) Masyarakat hukum itu sendiri yaitu masyarakat tempat bergeraknya 
dalam kehidupan sehari-hari yang menyangkut kepedulian 
masyarakat.69 
 
Upaya hukum perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindakpidana 
perdagangan orang juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 21Tahun 2007 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak yang dibagi atas 3 tahap yaitu perlindungan 
pada saat terjadinya tindak pidana, tahap persidangan pelaku tindak pidana dan 
tahap setelah putusan pengadilan. 
Keadilan bagi Anak terhadap pelayanan Negara bertujuan dapat mewujudkan 
kesejahteraan anak menjadi hak-hak pada setiap anak tanpa membedakan jenis 
kelamin, Ras, Agama serta kedudukan sosial. Dalam penejelasan secara umum 
Undang-Undang tersebut mengemukakan bahwa anak belum memiliki 
kemampuan untuk dapat berdiri sendiri, maka yang menjadi kewajiban bagi 
generasi sebelemnya atau terdahulu untuk dapat menjamin dan mengamankan 
kepentingan dari anak itu.70 
Dalam proses peradilan pidana khusus anak kerapkali tidak mendapat hak-
haknya dalam mendapat bantuan dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan 
kewajibannya. Perwujudan perlindungan tersebut melalui pembinaan, 
pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan, penjaminan 
yang edukatif, konstruktif, serta tidak mengabaikan aspek-aspek mental fisik 
sosial Anak. Untuk terwujudnya hal tersebut Anak harus dibina & dididik semuda 
mungkin dalam rangka pencegahan menjadi korban dan menimulkan korban. 
Proses peradilan pidana adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada 
kesempatan bagi orang untuk berdiskusi, yang dapat memperjuangkan pendirian 
tertentu, serta mengemukakan kepentingan oleh macam pihak dalam 
mempertimbangkannya dan dimana keputusan yang diambil itu mempunyai 
motivasi tertentu.71 Dapat dipahami bahwa pada sistem peradilan memiliki 
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keterkaitan terhadap setiap konteks masyarakat secara sosial dimana pada 
proses sistem peradilan pidana dalam menerjemahkan kepada fungsi-fungsi 
keadilan yang dapat saling menghubungkan (afiliasi) dengan benar melalui 
karakter sistem peradilan pidana di Indonesia.72 
Peradilan pidana pada hakikatnya merupakan open system dan bukan sebagai 
lembaga steril yang bebas dari berbagai kepentingan. Bekerjanya hukum 
tercakup dalam suatu intitusi yang bekerja dalam suatu koteks sosial, peradilan 
pidana melakukan interkasi dengan sistem sosial tersebut.73 
Peradilan Anak adalah sebagian dari peradilan umum harus terpisah dalam arti 
penetapan secara tersendiri tentang : 
a. Pemeriksaan pendahuluan; 
b. Pemeriksaan oleh pengadilan; 
c. Cara pengambilan putusan; 
d. Cara menjalankan keputusan; 
e. Cara melaksanakan kelanjutannya (follow up).74 
Adapun penyelesaian untuk mendapatkan hak korban dalam peradilan yaitu 
dengan lembaga LPSK pemberian kompensasi, restitusi Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 13 Tahun 2006  
tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 
Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Ganti kerugian dan bantuan kepada 
saksi dan korban sebagai wujud dari prinsip negara hukum yang menjamin 
kepastian hukum, serta keadilan bagi Korban terutama pada Anak. 
3. Tinjaun Viktimologi Tindak Pidana Pencabulan 
Tindak Pidana Pencabulan sendiri adalah segala bentukperbuatan mencari 
kenikmatan dengan menggunakan/ melalui alat kelaminoleh dua orang (atau 
lebih) adalah perbuatan pencabulan.75 Dalam perbuatan untuk mencari 
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kenikmatan secara seksualitas dapat dikatan sebagai bagian dari pelanggaran 
kesusilaan dan kesopanan. Misalnya saja dengan cara menggosok-gosokkan alat 
kelamin, mengelus-elus alat kelamin atau antar kelamin, memegang buah dada 
atau bahkan mencium.76 Sehingga bagi Peneliti bahwa tindakan atau perbuatan 
yang diamksudkan untuk mencari kenikmatan secara seksual (pencabulan)  
dengan mengunakan atau melalui alat kelamin dengan cara mengosok, 
mengelus-elus, memegang, dan mencium merupakan Tindak Pidana Pencabulan. 
Tindak Pidana Pencabulan termuat dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : 
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam 
karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, 
dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun 
Landasan yuridis pada peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana 
pencabulan sendiri diatur dalam KUHP pada Bab XIV buku ke II, yaitu pada Pasal 
289 hingga dengan Pasal 296 KUHP, yang telah mengkategorikan bahwa pada 
tindak pidana pencabulan tersebut sebagai perbuatan kejahatan terhadap 
kesusilaan. Sedangkan pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat 
(2) dan (3), pada Pasal 292, pada Pasal 293, pada Pasal 294 ayat (1), serta Pasal 
295 KUHP. Landasan tersebut terdapat diantaranya adalah : 
Pasal 290 KUHP 
1e. Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang 
diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya 2e. Barang siapa 
melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut 
harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup umur 15 tahun atau 
kalau tidak nyata berupa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin. 
3e. Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau 
patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau 
kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan 
melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan 
bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin. 
Pasal 292 KUHP 
                                                             




Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum 
dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus 
disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun 
Pasal 293 KUHP 
Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan 
uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebihan-
lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau 
dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat 
kelakuannya yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, 
akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan 
perbuatan yang demikian pada dirinya dihukum penjara selama-lamanya lima 
tahun. 
Pasal 294 KUHP 
Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, 
anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang 
belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, 
atau dengan bujang atau bawahannya yang belum dewasa, dihukum penjara 
selama-lamanya tujuh tahun. 
Pasal 295 KUHP 
1e. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa dengan sengaja 
menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya 
anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum 
dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan 
atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau 
bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain. 
2e. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa yang 
dengan sengaja, diluar hal-hal yang tersebut pada 1e., ,menyebabkan atau 
memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang 
belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum 
dewasa. 
Pasal 296 KUHP 
Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja 




penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah). 
Terdapat juga alternatif dari perbuatan pidana mengenai tindakan pdana 
pencabulan yang terdapat pada Pasal 82 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 
tentang Perindungan Anak diatur dalam hal sanksi pidana bagi Pelaku yang telah 
sengaja dalam perbuatannya, dengan bunyi : 
Setiap orang dengan sengaja melakukan tndakan kekerasan atau adanya 
ancaman kekerasan, dengan perbuatan yang memaksa, atau melakukan 
tindakan tipu muslihat, berbagai serangkaian kebohongan, atau dengan 
perbuatan membujuk anak dalam melakukan prilaku tindak pidana maka 
dengan pidana paling lama 15 tahun, & paling lama (lima belas) 15 tahun 
dan singkatnya (tiga) 3 Tahun dengan denda paling banyak (tiga ratus 
juta rupiah) 300,000,000  dan paling sedikit (enam puluh juta rupiah). 
Perbuatan Tindakan pidana pencabulan anak yang terdapat dalam Pasal 
82 Undang-undang Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 
76 E dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga 
diatur mengenai ketentuan pidana bagi seseorang yang dengan sengaja 
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan lain-lain.  
Pasal 82 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
 
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tindakan pada kekerasan atau 
perbuatan ancaman kekerasan, dengan secara memaksa untuk melakukan tipu 
muslihat, serangkaian perkataan kebohongan, atau dengan membujuk anak 
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan 
paling sedikit Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah). 
Pasal 76E Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, 
melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk 
Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. 
Perubahan paradigma dalam kriminologi memberikan pemahaman dalam 
viktimologi, yaitu timbulnya kesadaran bahwa masalah kejahatan atau kausa 




perbuatannya dan atau pelakunya. Konsepsi pemahaman korban menjadi lebih 
kompleks dengan pengkontruksian kejahatan itu sendiri. Konsepsi pemahaman 
korban menjadi lebih kompleks dan dalam jangkauan konsep pemahaman 
tentang korban dalam hukum pidana. Tindakan pencabulan terhadap anak 
dengan membujuk atau  
Konteks sosial yang menjadi tempat terjadinya viktimisasi merupakan 
Konteks sosial berpengaruh buruk terhadap sosial. Terlihat dari proses 
pertumbuhannya, viktimologi mendekati kejahatan dari tiga segi ; Pertama, 
peranan korban sebagai bagian integral dalam proses interkasi yang 
menimbulkan kejahatan, akhirnya berkembang dalam wawasan dan konsep 
mengenai kejahatan dalam pengertian luas seperti white collar crime/corporate 
crime. Kedua, perlindungan hak korban selama ini terabaikan dibandingkan hak 
pelaku dalam proses peradilan pidana, ketiga perlindungan hak korban meliputi 
kejahatan konvensional dan non konvensional, termasuk korban kekerasan 
seksual.77 
Peradilan pidana pencabulan terhadap anak pada hakikatnya merupakan 
open system dan bukan sebagai lembaga steril yang bebas dari berbagai 
kepentingan. Bekerjanya hukum tercakup dalam suatu dimensi sosial 
masyarakat, sehingga peradilan pidana adalah suatu institusi serta melakukan 
interkasi sosial. Perlindungan Anak sebagai Koban adalah perlindungan khusus 
yang berbeda dalam penanangannya dengan korban yang lainnya dikarenakan 
pencabulan juga sebagai kasus pelanggaran HAM yang berat. Maka dari itu 
dalam mengkaji penegak hukum polisi, jaksa, serta Hakim dalam mewujudkan 
perlindungan hukum korban sebagai bentuk pertanggung jawaban moral hukum. 
4. Ganti Kerugian dalam Perspektif Peraturan Perlindungan Anak 
Paradigma dalam kerangka perlindungan korban dalam peradilan pidana, 
melibatkan paradigma moral atau akal bdui tidak hanya habitat perundang-
undangan atau pranata yang harus mengakomodasi tetapi juga perilaku penegak 
hukum/lembaga dan didukung oleh masyarakat dengan berbagai aspek 
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kehidupan seperti politik, ekonomi, budaya saling berinteraksi, mempengaruhi 
serta bersinergi.78 
 Dalam KUHP telah diakomodasi perhatian terhadap Korban yakni pasal 48 ke 
9. Dalam pemidanaan hakim wajib dalam mempertimbangkan pengaruh dari 
tindak kejahatan tindak pidana terhadap korban dan/atau bagi pihak keluarga 
korban yang mengalami, juga harus diperhatikan bahwa RUU tentang peradilan 
Anak pada UU Tahun 1970 Nomer 14 merupakan dasar penyusunan setiap RUU 
dalam bidang peradilan. Dan hukum pidana anak di Indonesia hanya meliputi 
tiga pasal yaitu pasal KUHP 45, 46 dan 47. Perlidungan Hukum terhadap 
SistemPeradilan Anak pada Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 dilaksanakan 
beradasarkan pada Asas perlindungan, pada Asas keadilan non diskriminasi bagi 
Anak, kepentingan terbaik bagi kehidupan anak, penghargaan terhadap prilaku 
anak, bagi kelangsungan hidup bagi Anak, pembinaan terhadap Anak, bimbingan 
kepada Anak, perampasan kemerdekaan serta pemidanaan sebagai upaya jalan 
akhir serta penghindaran segala bentuk pembalasan.79 Dilanjut pada pasal 18 
Sistem Peradilan Anak UU Tahun 2002 Nomer 23 wajib memperhatikan 
kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan kekeluargaan tetap 
terpelihara. Serta terdapat pula Perlindungan Anak mengenai anak korban dan 






Tabel 1.1 Pemenuhan hak Anak sebagai Korban pada sistem peradilan Anak 
1) Bantuan Medis 
Korban tindak kekerasan seksual (pencabulan) yang termasuk sebagai 
korban pelanggaran HAM Berat berhak bantuan Medis yang termuat dalam Pasal 
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6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang UU Nomer 31 Tahun 2014 Perlindungan 
Saksi dan Korban. Yang dimaksud dengan bantuan medis adalah bantuan yang 
diberikan sebgai bentuk untuk memulihkan kesehaatan pada fisik Korban 
termasuk dalam melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia 
misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman. 
2) Pemulihan pada Rehabilitasi medis Fisik maupun jiwa dan sosial baik dalam 
dmaupun luar lembaga perlidungan saksi dan Korban 
Pemulihan Rehabilitasi tersebut melalui rehabilitasi psikososial merupakan 
semua bentuk pada pelayanan dan bantuan secara psikologis serta sosial yang 
dimaksudkan untuk ikut membantu meringankan, melindungi, dan pemulihan 
kondisi secara fisik, psikologis, sosial, juga spiritual pada Korban tindak pidana 
sehingga mampu menjalankan peran fungsi sosialnya kembali menjadi wajar, 
antara lain LPSK adalah upaya dalam melakukan peningkatan taraf kualitas hidup 
Korban dengan cara melakukan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait yang 
berwenang berupa dengan bantuan secara penuh terhadap sandang, pangan, 
papan, bantuan memperoleh suatu pekerjaan, atau bantuan secara langsung 
memperoleh ilmu dalam pendidikan. Adapun yang dimaksud dengan rehabilitasi 
psikologis merupakan suatu bantuan yang diberikan oleh peran psikolog kejiwaan 
terhadap Korban yang telah menderita secara trauma atau masalah pada 
kejiwaan yang lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban. 
Pemulihan Rehabilitasi tersebut melalui jaminan keselamatan secara fisik 
yaitu pada tubuh, secara mental yaitu pada kejiwaan Anak, maupun sosial 
dampakpergaulan di masyarakat. Dalam pelaksanaannya terdapat pada 
pemberian Kompensasi, Restitusi PP Tahun 2008 nomor 44. Hal tersebut 
tercantum pada pasal 38 dan pasal 39 bahwa bantuan ditetapkan dengan 
keputusan LPSK berdasarkan surat dokter tempat korban memperoleh perawatn 
serta pengobatan. Undang-Undang Tahun 2012 sistem peradilan anak  nomor 
11, pada pasal 89 bab VII menyatakan bahwa Anak Korban dan/atau Anak Saksi 
berhak atas segala perlindungan, upaya pemulihan rehabilitasi medis serta 
pemulihan rehabilitasi secara sosial dengan jaminan keselamatan baik fisik 




3) Pemberian Kompensasi  
Pemberian kompensasi berhak diberikan pada kasus HAM yang Berat, 
korban pelanggaran yang berat meliputi korban pada tindak pidana teror atau 
terorisme, pada korban tindak pidana perdagangan orang atau eksploitasi, serta 
pada korban tindak pidana kekerasan seksual dalam hal ini pemerkosaan atau 
cabul pada Anak dan Korban penganiayaan berat. Pemberian komepnasasi 
tersebut tertuang pada Perlindungan Saksi dan Korban UU Nomor 31 
tahun.80Dalam hal ini kejahtan seksual cabul pada anak merupakan tergolong 
kasus HAM berat yang seharusnya mendapat kompensasi melaui lembaga LPSK. 
Pemberian kompensasi tersebut didapatkan berdasarkan keputusan Pengadilan 
yang telah berkekuatan hukum tetap. 
4) Pemberian Ganti Kerugian (Restitusi) 
Pada pemberian Restitusi bagi Anak terdapat PP Nomor 43 mengenai 
pelaksanaan ganti kerugian restitusi pada anak yang menjadi korban tindak 
pidana dijelaskan bahwa restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang 
diberikan kepada pelaku  atas perbuatan yang menghasilakn kerugian secara 
materiil maupun kerugian secara immateriil81 yang diderita oleh korban anak. 
Adapun hak-hak retitusi yang diatur dalam : 
a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang 
Undang nomor 13 Tahun 2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 
b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian 
Kompensasi, Restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban; 
c. Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan 
restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang 
Undang nomor 13 Tahun 2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang 
tertuang pada Pasal 7A bahwa Korban dalam Tindak pidana berhak 
memperoleh ganti kerugian berupa Restitusi mengenai kekayaan atau 
pengahasilan, ganti kerugian akibat dari penderitaan kejahatan tindak pidana  
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serta penggantian biaya perawatan medis. Hal tesebut berdasarkan keputusan 
LPSK dan Pengadilan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
perubahan atas Undang Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak pada pasal 71 D yang berisi bahwa Setiap Anak yang telah menjadi 
Korban pada kejahatan tindak pidana berhak mengajukan ke pengadilan negeri 
berupa hak atas (ganti kerugian) restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku 
kejahatan tindak pidana.82 
Namun dari beberapa peraturan mengenai pemberian hak restitusi bagi 
korban tidak tercantum pada Sistem peradilan Anak, hanya saja dalam Undang-
Undang mencantumkan hak-hak Korban ketika mengadakan perdamaian 
melalui diversi dengan maksud kesepakatan yang telah disetujui oleh korban 
dan/atau keluarga anak korban pada nilai kerugian. Dan ganti kerugian tersebut 
dapat digabungkan dengan perkara pidana yang dijalani sesuai pada KUHP UU 
Nomer 8 Tahun 1981 yang menjelaskan bahwa : 
Jika suatu perbuatan yang mendasarkan saat dalam surat dakwaan pada 
suatu perkara mulai dari pemeriksaan pidana oleh pengadilan negeri yang 
menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas 
permintaan orang tersebut dapat menetapkan digabungnya perkara gugatan 
ganti kerugian tersebut kepada perkara pidana yang dijalani. Maksud dari 
kerugian bagi orang lain itu yaitu bagi Korban kejahatan Tindak Pidana.83 
 
5. Kedudukan Putusan Hakim Tehadap Perlindungan Korban Anak 
Putusan hakim merupakan pernyataan yang diucapkan dalam siding 
pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang 
ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa: Putusan 
pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka 
yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan 
hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-indang ini. 
Dalam bahasa belanda Putusan disebut vonnis yang maksudnya adalah 
pernyataan Hakim yang dituangkan bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim 
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dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai produk Pengadilan sebagai hasil dari 
pemeriksaan. 
Pengambilan putusan yang dilakukan oleh hakim di pengadilan adalah 
didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, 
sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian apa yang 
tertuang pada surat dakwaan melalui penuntut umum adalah dasar bagi hukum 
acara pidana (KUHAP), oleh karena dengan berdasarkan pada dakwaan tersebut 
pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan. Melalui suatu persidangan 
di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas 
dakwaan. 
Walaupun dalam keterangan surat dakwaan adalah dasar bagi Hakim untuk 
mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan, namun Hakim tidak dapat 
terikat kepada surat dakwaan tersebut. Hal ini didasarkan pasa Pasal 183 KUHAP 
yang menyatakan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang 
kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hal yang secara umum dapat 
diketahui maka tidak perlu untuk dibuktikan kembal. Menurut Andi Hamzah, ada 
5 hal yang menjadi tanggung jawab dari seorang hakim yaitu:84 
a) Justisialis hukum merupakan bentuk mengadilkan yang 
maksudnya adalah putusan hakim yang dalam melaksanakan 
praktek keadilan yaitu memperhitungkan secara kemanfaatan 
(doel matigheld) dengan perlu secara diadilkan. Makna dari hukum 
(dezin van het recht) terletak dalam justisialisasi dari pada hokum.  
b) Penjiwaan hukum dalam proses berhukum (recht doen) tidak 
boleh merosot menjadi sesuatu adat yang hampa dan tidak 
berjiwa, melainkan harus senantiasa diresapi oleh jiwa untuk 
berhukum. Jadi hakim dalam mempertimbangkan putusannya 
yaitu harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai 
pembela hukum dalam memberi putusan tersebut. 
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c) Pengintegrasian hukum hakim perlu senantiasa secara sadar 
bahwa hukum dengan kasus tertentu merupakan dapat ungkapan 
hukum pada hal yang umumnya.  
d) Totalitas hukum maknanya adalh menempatkan keputusan hakim 
secara hukum dalam hal yang nyata dengan keseluruhan. Hakim 
dapat melihat dari segi hokum, namun dibawah Hakim dapat 
melihat kenyataan secara ekonomis dan social serta dengan 
sebaliknya diatas hakim dapat melihat dari segi moral dan religi 
yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian.  
e) Personalisasi hhkum yaitu Personalisasi hukum yang 
mengkhususkan keputusan kepada personal (kepribadian) dari 
pihak yang mencari keadilan dalam proses hukum. Dapat disadari 
bahwa kenyataanya mereka yang berperkara atau berproses 
hukum adalah manusia sebagai pribadi yang mempunyai 
keluhuran secara sadar. Dalam maksud personalisasi hukum ini 
pemuncakan secara tanggung jawab hakim sebagai pengayom 
(pelindung) disini hakim dipanggil untuk bias memberikan 
pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandangnya 
sebagai kepribadian dalam proses mencari keadilan. 
Untuk menafsirkan Undang-Undang Pidana dalam Putusan Pengadilan 
merupakan kewajiban Hakim. Metode yang digunakan dalam metode penafsiran 
tersebut seperti grammatical interpretatie atau penafsiran menurut tata bahasa, 
logistic interpretatie atau penafsiran sesuai dengan pengertiannya yang wajar, 
systematische interpretatie atau dengan metode secara logis, historische 
interpretatie atau penafsiran menurut sejarah, socioligische interpretatie atau 
penafsiran sesuai dengan tujuan yang dicapai masyarakat serta teleologische 
interpretatie atau penafsiran sesuai dengan tujuan, maksud arti suatu peraturan 
perundang-undangan. 85 
Kedudukan Putusan Hakim dalam proses pemidanaan terbagi dalam 
pengertian umum dan konkret. Dalam artian umum, proses pemidanaan sebagai 
wewenang sesuai pada asas legalitas yaitu poenadan dan crimen harus 
ditetapkan lebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri pelaku 
                                                             





pidana. Sedangkan dalam arti konkret proses pemidanaan berkaitan dengan 
penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (Hakim, Lembaga 
Pemasyarakatan, dan sebagainya). Hal initerkandung tuntunan moral dalam 
wujud keterkaitan filosofi pada salah satu pihak dan berakaitan sosiologis dalam 
kerangka hubungan antar manusia dalam masyrakat.86   
Perlindungan Korban Anak dikaitkan denga salah satu pemidananan pada 
putusan pengadilan yaitu penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya 
tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan kedamaian dalam 
masyarakat.87 Maka dari itu kedudukan putusan Hakim juga merupakan 
kebijakan publik yang memuat unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum 
serta keadilan hukum. Melalui perlindungan hukum terhadap Anak pada putusan 
Hakim, nilai keadilan menjadinilai yang seharusnya diterapkan dalam hukum, 
baik dalam pembuatan hukum maupun bekerjarnya hukum melalui penegak 
hukum. Peran berjalannya fungsi hukum pada putusan pengadilan dengan 
menjalankan perlindungan hukum terhadap Korban Anak merupakan upaya 
untuk menjamin hak-hak anak, serta mendapatkan perlindungan kekerasan dan 
diskriminasi agar terwujudnya penerus bangsa Indonesia yang sejahtera. 
6. Putusan Nomor 13/Pid.Sus Anak/ 2017/ PN.Pbr Terhadap Pemenuhan Ganti 
Kerugian Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak 
Tindak Pidana Pencabulan sendiri adalah segala bentuk perbuatan mencari 
kenikmatan dengan menggunakan/melalui alat kelamin oleh dua orang (atau 
lebih) adalah perbuatan pencabulan.88 Sehingga bagi Peneliti bahwa tindakan 
atau perbuatan yang diamksudkan untuk mencari kenikmatan secara seksual  
dengan mengunakan atau melalui alat kelamin dengan cara mengosok, 
mengelus-elus, memegang, dan mencium merupakan Tindak Pidana Pencabulan. 
Tindak Pidana Pencabulan termuat dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : 
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Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam 
karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, 
dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun 
Pasal tersebut Terdapat pada bab XIV mengenai Kejahatan Terhadap 
Kesusilaan, yang mana apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan cara 
kekerasan  memaksa. Namun berbeda lagi apabila hal tersebut dilakukan dengan 
unsur subyek lain seperti dalam keadaan pingsan dan dilakukan pada sesorang 
yang belum usia 15 (Lima Belas) Tahun atau belum cukup untuk dikawin maka 
perbuatan cabul diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) Tahun 
penjara.  
Demikian pula terdapat pilihan lain peraturan pada perbuatan Tindak Pidana 
Pencabulan yaitu pada usia Anak yang tercantum dalam Pasal 82 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah diatur 
mengenai sanksi bagi Pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang 
berbunyi: 
Setiap orang sengaja melasanakan perbuatan tindak kekerasan dengan 
secara ancaman kekerasan, secara memaksa melakukannya, dengan 
melakukan perkataan dan perbuatan secara tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan 
dilakukan perbuatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 
(enam puluh juta rupiah). 
Terdapat jenis istilah mengenai pencabulan diantaranya yaitu : 
a. Exhibitionism (sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain); 
b. Voyeurism (mencium seseorang dengan bernafsu); 
c. Fonding (mengelus/ meraba alat kelamin seseorang); 
d. Fellato (memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut).89 
                                                             




1. Kronologi Kasus 
Pelaku adalah anak yang berinisial D yang berumur 16 Tahun telah melakukan 
perbuatan Asusila berupa pencabulan terhadap Korban Anak Laki-Laki (Korban) 
yang berinsika S berusia 3 (tiga) tahun. Kejadiannya yaitu pada saat Korban 
bermain dan Pelaku Anak D mengajaknya ke kamar Pelaku D. Sehingga 
terjadilah perbuatan pencabulan yang dilakukan Pelaku Anak A kepada Korban 
Anak S dengan memasukkan kelamin Pelaku kedalam dubur Korban Anak S. Dan 
akhirnya Korban melapor kepada orang tuanya. Pelaku ditangkap dan dilakukan 
penyidikan, penyelidikan, tuntutan hingga putusan pada Pengadilan negeri 
Pekanbaru. Sesuai dengan putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr yang 
Memerintahkan agar Terdakwa Anak dikeluarkan dari tahanan dengan syarat 
khusus supaya Anak menjalani 10 (bulan)Pembinaan di dalam Lembaga Sosial 
dan menjatuhkan pula pidana Pelatihan Kerja kepada Anak selama 2 (dua) bulan. 
Putusan Hakim tersebut menyatakan bersalah dan sesuai pada Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 23 Tahun 
2002tentang Perlindungan Anak Pasal 82 ayat (1) telah terbukti dan bersalah 
dalam perbuatan yang dilakukan melakukan perbuatan membujuk membiarkan 
anak untuk pada  tindak pidana perbuatan cabul.  
Akibat perbuatan Anak, saksi S mengalami luka memar pada sekitar Anus sesuai 
dengan Visum Et Repertum Nomor : 1444/XII/20XX/RSB tanggal 05 Desember 
2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pada Rumah Sakit 
Bhayangkara Pekanbaru, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 
Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki yang berdasarkan 
surat permintaan Visum Et Repertum berusia 3 (tiga) tahun. Pada pemeriksaan 
Fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan lubang 
pelepasan ditemukan memar pada lubang Anus dan lipatan anus yang 
menghilang akibat kekerasan tumpul. 
Berdasarkan fakta secara yuridis yang telah diungkapkan di persidangan 
bahwa Anak korban pada waktu kejadian masih berumur 3 tahun dan 7 bulan;  
karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak J.o Undang-Undang  Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem 




terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana 
didakwakan dalam dakwaan Tunggal. Menimbang, bahwa berdasarkan 
pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim tidak sependapat dengan 
Pembelaan Penasihat Hukum Anak bahwa Anak tidak terbukti melakukan tindak 
pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, oleh karena itu Pembelaan 
Penasihaat Hukum Anak tersebut ditolak. Menimbang, bahwa dalam 
persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan 
pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan 
pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi 
pidana penjara. 
Keterangan orang tua Anak Terdakwa dipersidangan dihubungkan 
dengan laporan LITMAS dari Bapas Klas II Pekanbaru yang menyaran supaya 
anak dibina dan di didik di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) 
yang ditempatkan pada suatu lembaga Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai-
Pekanbaru, berdasarkanhal tersebut  keterangan pekerja Sosial/LPKS dari Panti 
Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai-Pekanbaru, bahwa di PSBR ada Psikolog, 
yang selama ini penyakit perbuatan sodomi dapat disembuhkan dengan 
konsultasi Psikologi dan pemulihan Anak selama di PSBR dapat melanjutkan 
sekolah formalnya. 
2. Tinjauan Putusan 
Pada putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr yang Hakim Pengadilan 
Negeri Pekanbaru memutus Pelaku melanggar pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 
11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Anak dengan memerintahkan agar 
Pelaku untuk dikeluarkan dari tahanan dengan syarat khusus supaya Anak 
menjalani 10 (bulan)Pembinaan di dalam Lembaga Sosial dan menjatuhkan pula 
pidana Pelatihan Kerja kepada Anak selama 2 (dua) bulan. Bagi Pelaku terdapat 
beberapa macam perlindungan dari mulainya penerapan pidana secara khusus 
melalui penyelesaian perkara Diversi90maupun penyelesaian perkara secara 
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Restoratif91.  Dikarenakan Pelaku juga merupakan seorang Anak-Anak, maka 
dalam keterangan orang tua Anak dipersidangan dihubungkan dengan laporan 
LITMAS dari Bapas Klas II Pekanbaru yang menyaran supaya anak dibina dan di 
didik di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang ditempatkan 
di Panti Sosial Bina Remaja(PSBR) Rumbai-Pekanbaru, yang bertujuan: 
a) Anak masih dapat dibina kearah yang lebih baik lagi; 
b) Orang tua Anak mendukung keputusan Anak ditipkan di LPKS; 
c) Anak telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi 
perbuatan yang sifatnya melanggar hukum 
Sehingga terhadap Pelaku dijatuhkan pidana bersyarat sebagai ketentuan 
Pasal 71 ayat (1) huruf a angka (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 
Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak yang lamanya akan ditentukan dalam 
amar putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr. Namun pada putusan 
tersebut sama sekali tidak memuat pemenuhan hak-hak pada Korban anak 
dalam tindak pidana cabul. Korban Anak menderita luka memar pada Anus, yang 
lebih dirasa putusan tersebut memberatkan dan kurang memuaskan rasa 
keadilan baik secara materiel kerugian biaya perawatan luka/medis serta psikis 
seperti trauma pada psikologis bagi diri Korban Anak, bahkan sampai pada 
lingkugan Keluarga sampai Masyarakat apabila Korban tidak segera mendapat 
hak-haknya seperti pemberian ganti kerugian restitusi, kompensasi serta 
rehabilitasi. 
Hal tersebut justru akan menjadi preseden yang buruk bagi keadilan di 
Indonesia. Putusan tersebut bertentangan dengan Asas-asas pada sistem 
perlindungan Anak atau inkonsistensi92 dalam pelaksanaan perkara pidana 
terutama pada Korban pencabulan bagi Anak. Peraturan mengenai Perlindungan 
Korban Anak terdapat hak-hak Korban dalam peradilan pidana yaitu meliputi 
Ganti Kerugian (Restitusi), Kompensasi dan Rehabilitasi. 
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Sedangkan perlindungan Korban pada UU Sistem peradilan Anak Pasal 18 
menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional 
dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan 
Advokat atau pemberi bantuan hukum mewajibakan untuk memerhatikan 
kepentingan korban. Hal ini Anak sebagai Pihak Korban dan/atau Anak berhak 
atas berbagai semua bentuk perlindungan maupun hak-hak lain yang diterima 
sebagai pihak Korban dan/atau Saksi yang diatur telah dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Mengenai pelaksanaan restitusi bagi anak yang 
menjadi korban tindak pidana lebih khusus terdapat pada PP Nomer 43 Tahun 
2017 yang merupakan peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai 
pemenuhan hak-hak Korban Anak dalam tindak pidana pencabulan, yaitu yang 
tercantum pada Pasal 2 Ayat (1) PP Nomer 43 Tahun 2017 yang menyatakan 
bahwa Setiap orang yang menjadiKorban tindak pidana Anak maka Korban Anak 
berhak memperolehganti rugi (Restitusi). Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Anak 
tersebut mendasarkan pada PP Tahun 2017 Nomor 43 yang diharapkan dapat 
meringankan masalah serta mengurangi beban bagi pihak Korban anak dalam 
mencapai tegaknya keadilan bagi Korban Anak yang telah menjadi Korban 
kejahatan Tindak Pidana Cabul. Namun hal tersebut tidak tercantum dan termuat 
dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr sehingga putusan tersebut 
tidak mencerminkan nilai keadilan bagi korban Anak. 
Perlohen hak korban Anak mendapatkan kompensasi juga tidak termuat 
dalam Putusan Pengadilan seperti pada putusan Nomor 13/Pid.Sus-
Anak/2017/PN.Pbr mengenai hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh Korban. 
Mekanisme pengajuan perolehan Ganti Kerugian dan kompensasi tersebut  yaitu 
diajukan oleh Korban kepada Pengadilan melalui LPSK. Dengan dalih tugas dan 
fungsi pada (LPSK) dalam membantu hak-hak dari Korban, tetapi ketika dalam 
praktiknya secara real Korban merasa rumit dengan persyaratan serta meknisme 
dalam memperoleh hak-hak kompensasi serta ketidaktahuan Korban dan/atau 
Keluarga Koban sehingga lebih memilih mengabaikan hak-hak atau asas yang 
terbaik bagi kepentingan Anak yang termuat pada sistem peradilan Anak.  
Jika dilihat dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr, Jaksa dalam 
dakwaannya tidak memberikan tuntutan ganti kerugian. Mengenai ketidak 




pertimbangan majelis hakim yang tidak memuat korban memberikan hak-haknya 
untuk mendapatkan ganti kerugian oleh penuntut umum tersebut. Kemudian dari 
putusan Majelis hakim lebih banyak mempertimbangkan terkait dengan dakwaan 
yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa Adapun pemberian ganti kerugian 
tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak 
pidana, dimana perlindungan terhadap anak ini juga merupakan suatu usaha 
yang menciptakan kondisi dimana setiap anak dapat memperoleh hak-haknya. 
Dalam hal ini anak yang menjadi korban tindak pidana memiliki hak untuk 
mendapatkan hak kerugian yang dideritanya. 
Melindungi anak adalah juga melindungi manusia, dengan kata lain 
melindungimanusia seutuhnya. Maksud dari pemberian restitusi ini selain berupa 
ganti kerugiankepada korban tindak pidana perdagangan orang juga memberikan 
sanksi kepadapelaku, Undang –Undang Nomor 31  Tahun 2014 atas perubahan 
Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
mengenai maksud lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) untuk lebih 
aktif tanpa menunggu adanya permohonan dari korban, dalam hal keperluan 
menanyakan kepada penyidik (kepolisian), maka terkait dengan adanya tindak 
pidana atau meninggalkan pesan kepada penyidik apabila ada Visum et 
Repertum (Keterangan tertulis oleh Dokter)  tindak pidana segera memberitahu 
kepada LPSK. Nantinya, LPSK agar nantinya lembaga perlindungan saksi dan 
korban aktif untuk mendatangi pelaku terkait meminta ganti kerugian dari pelaku 
maupun dari keluarga pelaku. Hal ini merupakan wujud perlindungan yang ideal 
terhadap korban ke depan.93 
Ketidak inkonsistensi tersebut terlihat pada ketentuan pidana bersayarat 
dalam UU Perlindungan Anak tidak menjamin korban secara otomatis dapat 
memperoleh ganti rugi apabila Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat, 
sebab walupun terdakwa telah diputus dengan pidana bersyarat , namun tidak 
ada kewajiban bagi Hakim memberikan ganti kerugian (restitusi) untuk 
mencantumkan syarat khusus pada putusan.94Hal ini merupakan implikasi dari 
formulasi KUHAP serta peraturan mengenai Perlindungan Korban pada proses 
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peradilan yang tidak memuat pedoman pemidanaan ganti rugi sehingga 
mendudukkan korban sebagai forgotten person. 
Dalam kesimpulannya bahwa hak dan eksistensi terhadap Korban Anak belum 
diberdayakan secara maksimal dalam proses pidana Anak, yang dalam tuntutan 
jaksa tidak pernah memberikan tuntutan ganti rugi karena memang dalam 
pertimbangan Jaksa tidak ada kewajiban untuk menuntut ganti rugi. Disisi lain 
dalam pertimbangan Hakim tidak ada sanksi pidana bagi Pelaku untuk mengganti 
kerugian pada Korban yang dikarenakan tidak ada dalam tuntutan Jaksa, ganti 
kerugian bisa diajukan ketika Korban mengajukan permohonan ganti kerugian, 
serta tidak ada kewajiban pada putusan untuk penyertaan tuntutan ganti 
kerugian Korban pada perkara pidana. Berdasar tersebut Hakim sangatlah 
berfikir legalistik formal, tanpa memberi pemikiran keadilan yang substansif 
untuk memberi perlindungan pada Korban. Putusan tersebut masih belum 
tercapai dalam penerapan pada Perlindungan Korban Anak, pada setiap kasus 
tinndakan pencabulan terhadap anak lebih condong pada pendekatan secara 
Retributive Justice95yang lebih pada perlindungan kepada Pelaku dan 
mengabaikan hak-hak terhadap korban Anak. Tidak adanya aturan yang 
menegaskan mengenai kewajiban bagi aparat penegakan Hukum untuk 
memberikan memberitahukan kepada pihak Korban dan tidak ada ketegasan 
pada aturan maupun Undang-Undang manapun untuk memberitahukannya. 
Kedepan berdasarkan Peraturan MA (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di 
Pengadilan secara Prodeo (Cuma-Cuma). Korban mendapatkan bantuan hukum 
yang berupa Materi (Restitusi, maupun Konpensasi) baik dari pelaku maupun dari 
Negara yang diwakili Lembaga perlindungan saksi dan korban. Dalam tingkat 
penyidikan korban sudah mendapatkan perlindungan hukum yang berupa materi 
sebesar Rp.2.000.000,- untuk menggantikan kerugian yang ia rasakan, tanpa 
menunggu permohonan perlindungan dari korban, setelah ada Laporan peran 
Penyidik lebih aktif memberikan informasi kepda LPSK, agar LPSK segera 
menyiapkan materi berupa uang yang nantinya diberikan terhadap korban. 
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Dalam putusan pengadilan untuk pertimbangan-pertimbanganya tidak 
melihat hak-hak korban yang harus dikembalikan atau diperhatikan dalam 
pertimbangan putusan pengadilan, bisa dikatakan hak-hak untuk mendapatkat 
konpensasi, restitusi untuk korban korban terlupakan.  
Posisi korban dalam peradilan pidana telah dimulai sewaktu pembahasan 
tentang rancangan undang-undang (RUU KUHAP, sekarang Undang-Undang 
Nomer 8 Tahun 1981 KUHAP) pada waktu itu ada dua anasir perbedaan tentang 
eksistensi korban sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomer 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana landasan kuhap yaitu;  
1) Posisi korban kejahatan menjadi pusat perhatian karena korban adalah 
pencari keadilan dalam hukum pidana, pihak yang melaporkan tindak 
pidana kepada kepolisian, pihak yang dirugikan dan menderita akibat 
tindak pidana sehingga kebijakan terhadap keadilan dalam hukum pidana 
juga harus diupayakan baik kepada pelaku maupun kepada korban 
kejahatan.  
2) Korban kejahatan juga menjadi perhatian tetapi perhatian tersebut 
tidaklah harus merubah sistem peradilan pidana yang berlaku sekarang 
karena tindakan polisi dan jaksa terhadap tersangka sebenarnya untuk 
melindungi kepentingan korban kejahatan. konkritnya, sistem yang ada 
diasumsikan sebagai perlindungan negara terhadap masyarakat yang 
menjadi korban kejahatan.jika hanya serperti itu perlindungan negara 
yang diberikan terhadap korban penulis berasumsi masih banyak hak-hak 
korban yang tidak dapat diperhatikan, sehingga korban hanya mendapat 
penderitaan akibat perbuatan pidana tersebut. Seperti korban 
penganiayaan ia mengalami penderitaan luka-luka, akan tetapi tidak 
mendapatkan ganti kerugian dari pelaku, karena lembaga perlindungan 
saksi dan korban tidak mewakili korban untuk memintakan ganti 
kerugian, oleh sebab itu sudah sewajarnya apabila LPSK, bersifat aktif 
dalam mengupayakan serta meminta ganti kerugian dari pelaku.  
Kejahatan atau pelanggar hukum pidana bukan terdiri dari satu pihak yang 
kemudian disebut pelanggar dengan hukum pidana, tetapi ada dua pihak yakni 




mengapa perhatian hannya ditujukan terhadap satu pihak yakni pelaku atau 
pelanggar saja dan bagaimana dengan korbannya? Sesuai dengan konsep hukum 
pengayoman bahwa hukum harus mengayomi semua orang, baik yang menjadi 
tersangka, terdakwa, terpidana, maupun yang menjadi korbannya. Pelanggar 
hukum pidana, dalam setatusnya sebagaitersangka, terdakwa, terpidana. 
Sekarang telah memperoleh perlindungan hukum yang cukup, sedangkan korban 
kejahatan, baik dalam setatusnya sebagai pelapor, saksi dan pihak yang 











HASIL DAN ANALISIS 
A. Kelemahan-Kelemahan Pengaturan Proses Pemenuhan Ganti 
Kerugian Terhadap Korban Pencabulan Anak 
Pembuat hukum pertama-tama mengeluarkan peraturan yang berisi 
tentang perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Peraturan 
yang demikian disebut substantif.96 Seharusnya peraturan yang isinya mengatur 
tentang cara dan tata tertib untuk melaksanakan hal tersebut bersifat prosedural, 
maka hukum sebagai suatu sistem terbuka yang merupakan satu kesatuan 
norma yang tertutup secara logis. Sistem itu tidak boleh berubah dan diubah 
selama lembaga legislatif tidak merubahnya.  
Peraturan perUndang-Undangan Bentuk ganti kerugian terdapat pada 
Peraturan mengenai Perlindungan Saksi dan Korban pada (UUPSK) Nomor 31 
Tahun 2014 Perolehan hak Korban dalam mendapatkan hak ganti-tugi (Restitusi) 
yang termuat Pada Pasal 7 srta pada Pasal 8 yang telah disisipkan diantarnya 
secara 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B yang berbunyi bahwa  Korban 
tindak pidana telah berhak memperoleh Restitusi yaitu berupa :  
a) Ganti kerugian atas kehilangan secara ekonomi pada kekayaan 
maupun penghasilan; b) Ganti kerugian dari akibat yang ditimbulkan 
ketika korban mengalami penderitaan yang berkaitan secara langsung 
sebagai dampak tindak pidana kejahatan; dan/atau c) Perawatan medis 
pada fisik dan/atau secara psikologis maupun pada kejiwaan dengan 
bentuk Penggantian biaya yang diterima.97 
 
Secara lebih khusus  Perlindungan Korban UUPA Nomor 23 Tahun 2014  
juga mengatur pemenuhan hak-hak Restitusi Korban Anak pada Pasal 71 D Ayat 
(1) mengatur Hak Restitusi Korban Anak Ayat (2) mengenai Hak ganti kerugian 
korban Anak Pasal 59 pada huruf b, huruf d, huruf f, huruf h.  
Huruf i dan huruf j juga mengatur, yang berbunyi Setiap Anak yang 
menjadi korban mempunyai hak atas ganti kerugian (restitusi) untuk 
mengajukan ke pengadilan yang telah menjadi tanggung jawab bagi 
pelaku kejahatan.98 
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Sebagai bentuk penerimaan Restitusi bagi Anak yang menjadi korban 
tindak pidana yaitu berupa 
a. Perolehan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan secara 
ekonomi 
b. Perolehan ganti kerugian atas penderitaan sebagai dampak akibat 
tindak pidana kejahatan dan/atau 
c. penggantian biaya untuk perawatan medis dan/atau psikologis.99 
Keterbukaan dari kelemahan sistem ini berhubungan dengan kekosongan 
hukum yang memiliki 2 (dua) konsep kekosongan yang berbeda, diantaranya 
adalah : 
1) Kekosongan dalam hukum, yaitu terjadi manakala Hakim 
mengatakan, bahwa ia menjumpai suatu kekosongan, karena tidak 
tau bagaimana ia harus memutuskan; 
2) Kekosongan dalam perUndang-Undangan, yaitu yang terjadi 
manakala dengan konstruksi dan penalaran analogipun problemnya 
tidak terpecahkan, sehingga Hakim harus mengisi kekosongan itu 
seperti ia berada pada kedudukan pembuat Undang-Undang itu akan 
sebagaimana kiranya pembuat Undang-Undang itu akan memberikan 
keputusannya dalam menghadapi kasus seperti itu.100 
Keputusan yang dilakukan oleh Hakim pada akhirnya merupakan suatu 
lompatan dari penalaran secara logis kepada suatu penilaian. Dalam 
terbentuknya keputusan pada peraturan, kekosongan dapat terjadi dikarenakan 
memang belum diatur pada peraturan perundang-undangan atau peraturan 
tersebut sudah diatur namun  tidak jelas dan/atau tidak lengkap. Maka dari 
kekosongan tersebut dapat berakibat pada ketidakpastian hukum.  
Pelaksanaan putusan pada Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Pbr sebagai 
peranan dari peundang-undangan dalam sistem peradilan pidana yang terkait 
dengan tujuan pemidanaan yang tidak jelas dalam hukum materiil. Dengan 
beranggapan bahwa legitimasi dari Undang-undang serta putusan Hakim yang 
memiliki kekuatan hukum tetap, apabila dkaitkan dengan perlindungan Korban 
pencabulan terhadap Anak sangat minim. Penegakan hukum pada putusan 
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tersebut pada kenyataannya tidak mewakili Korban, terkait dengan kepekaan dan 
pemahaman Hakim untuk membatasi rasa keadilan dan relevansi sosial dari 
hukum yang dimintakan lewat putusan-putusannya. 
Maka dari itu substansi kekosongan Hukum antara putusan pada Nomor 
13/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Pbr dengan peraturan perundang-undangan mengenai 
pemenuhan ganti kerugian, Penulis memberikan 2 konsep kekosongan hukum, 
diantarnya adalah sebagai berikut : 
1. Kelemahan dalam Hukum : 
Kewajiban perolehan hak korban ini melalui proses permohonan 
restitusi seharusnya dapat diajukan dari mulai melalui tahap 
penyidikan, atau penuntutan kepada Jaksa selaku penuntut umum 
yang kemudian dilimpahkan kepada Pengadilan ketika dibacakan 
tuntutan kepada Terdakwa atau sebelum dibacakannya Putusan. 
Selain itu dapat juga dilakukan setelah putusan melalui Lembaga 
pada Perlindungan Saksi dan/atau Korban atau disingkat dengan 
LPSK.  
Dalam KUHP telah diakomodasi perhatian terhadap Korban 
yakni pasal 48 ke 9. Dalam pemidanaan hakim wajib dalam 
mempertimbangkan pengaruh dari tindak kejahatan tindak pidana 
terhadap korban dan/atau bagi pihak keluarga korban yang 
mengalami, juga harus diperhatikan bahwa RUU tentang peradilan 
Anak pada UU Tahun 1970 Nomer 14 merupakan dasar penyusunan 
setiap RUU dalam bidang peradilan. Dan hukum pidana anak di 
Indonesia hanya meliputi tiga pasal yaitu pasal KUHP 45, 46 dan 47. 
Perlidungan Hukum terhadap SistemPeradilan Anak pada Pasal 2 UU 
Nomor 23 Tahun 2002 dilaksanakan beradasarkan pada Asas 
perlindungan, pada Asas keadilan non diskriminasi bagi Anak, 
kepentingan terbaik bagi kehidupan anak, penghargaan terhadap 
prilaku anak, bagi kelangsungan hidup bagi Anak, pembinaan 
terhadap Anak, bimbingan kepada Anak, perampasan kemerdekaan 
serta pemidanaan sebagai upaya jalan akhir serta penghindaran 




Nomer 23 tentang Sistem Peradilan Anak adalah wajib 
memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan 
kekeluargaan tetap terpelihara. 
Hal ini merupakan bentuk penemuan atau implikasi dari 
pengakuan negara atas ketidakmampuannya dalam menjalankan 
tugas dalam melindungi korban dan mencegah timbulnya pada 
kejahatan.101 Namun dari beberapa peraturan mengenai pemberian 
hak restitusi bagi korban tidak tercantum pada Sistem peradilan 
Anak, hanya saja dalam Undang-Undang mencantumkan hak-hak 
Korban ketika mengadakan perdamaian melalui diversi dengan 
kesepakatan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban 
pada nilai kerugian. Dan ganti kerugian tersebut dapat digabungkan 
dengan perkara pidana yang dijalani sesuai pada KUHP UU Nomer 8 
Tahun 1981 yang menjelaskan bahwa yaitu: 
Jika suatu perbuatan yang mendasarkan saat dalam surat 
dakwaan pada sesuatu perkara yang dari mulai awalnya pemeriksaan 
perkara pidana oleh pengadilan negeri yang dapat menimbulkan 
kerugian orang lain, maka selaku hakim ketua pada sidang 
permintaan tersebut dapat ditetapkannya gabungan perkara gugatan 
ganti kerugian tersebut terhadap perkara proses pidana yang akan 
dijalani. Dengan maksud bahwa kerugian bagi orang lain adalah 
peruntukannya pada Korban kejahatan Tindak Pidana yang sedang 
dialami.102 Dari ketentuan perolehan hak korban Anak terhadap 
restitusi tidak termuat dalam Putusan Pengadilan, seperti halnya pada 
putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr mengenai hak-hak 
korban mendapatkan Hak restitusi yang seharusnya diperoleh Korban 
baik sesudah maupun sebelum putusan peradilan. Penggantian itu 
seharusnya memuat kerugian materiil maupun immateril. Ketika 
dalam penggantian kerugian bersifat materill tidak dapat 
menimbulkan masalah, tetapi kerugian yang bersifat immateril yang 
berupa kecemasan, kesusahan, rasa malu dan sebagainya maka 
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kerugian ini harus diganti dengan uang atau yang disebut dengan 
uang duka.103  
Sebagai hasil analisis dalam jalur peradilan pidana putusan 
Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr kurang memuaskan rasa 
keadilan bagi Korban pencabulan Anak. Padahal, perhatian kepada 
Korban Anak merupakan upaya perlindungan hukum yang perlu 
diatasi dalam peradilan pidana dan dapat memberikan bahwa Korban 
juga memiliki hak penyelesaian hukum secara adil. Salah satu bentuk 
kurangnya rasa keadilan tersebut terjadi dikarenakan pada putusan 
pengadilan memiliki kekosongan hukum. Kekosongan hukum tersebut 
yaitu terhadap Korban tindak pidana pencabulan melalui pemenuhan 
ganti kerugian yang sifatnya terbatas (limitatif).  
Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr Hakim 
Pengadilan Negeri Pekanbaru kurang mempertimbangkan faktor 
filosfis dan cenderung berfikir legalistik formal, tidak memberikan 
suatu pemikiran yang substantif prosedural pada putusan tersebut 
untuk memberikan perlindungan bagi Korban Anak, yang bahkan 
Pelaku tindak pidana tersebut yang diberikan hak untuk rehabilitasi 
yag difalistasi pada putusan pengadilan. Hal ini dapat disimpulkan 
penegakan  hukum peradilan pidana Anak pada kenyataanya tidak 
mewakili korban, Hakim pada putusannya lebih memilih mewakili 
terpeliharanya ketertiban, namun dalam subjek Korban hanya 
sebagai saksi.  
Hakim dalam pertimbangan putusan pengadilan  yang 
dilakukan terhadap diberikannya hak Korban atau tidaknya hak 
Korban untuk pemenuhan ganti kerugian, dikarenakan terdapat 
kekosongan hukum yang mengakibatkan sulit bagi Hakim untuk 
melaksanakan hal tersebut pada putusan pengadilan. Dalam hal ini 
yang megakibatkan terjadinya radical viktimology mengenai 
pentingnya hubungan problematisasi dari sisi hukum dan negara atau 
hubungan antara hubungan antara hukum dan klas sosial. Problem 
tersebut terlihat dari Kekosongan Hukum sehingga kekurangan 
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substantif prosedural pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 
tidak mencantumkan sama sekali mengenai pedoman pemidanaan 
serta tujuan pemidanaan bagi Hakim untuk memberka ganti kerugian 
terhadap Korban. Sehingga Hakim tidak berani memberikan alternatif 
lain untuk memberikan pemenuhan ganti kerugian. Maka dari itu 
Hakim masih berfikir formalistis pada putusannya.  
Selain itu putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr tidak 
mencantumkan pemenuhan ganti kerugian Korban Pencabulan Anak 
dikarenakan dalam dakwaan yang menjadi dasar putusan di dalam 
suatu pemeriksaan perkara pidana tidak ada permintaan untuk 
diberikannya hak-hak Korban untuk memperoleh pemenuhan ganti 
kerugian Korban Pencabulan Anak. Maka dakwaan yang menjadi 
dasar putusan Hakim tidak dapat  melampaui hal tersebut.  Secara 
keadial ganti kerugian tersebut mengembalikan keuntungan yang 
diperoleh secara salah. 
Formulasi putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr 
dengan KUHAP dan KUHP dalam pemenuhan ganti kerugian Korban 
Pencabulan Anak masih berorientasi pada Pelaku kejahatan tindak 
pidana dibandingkan dengan Korban. KUHAP pada pasal 98 
pelaksanaan penggabungan ganti kerugian pada perkara pidana 
masih beroritesi pada Pelaku tindak pidana dan apabila dapat 
diterapkan pada Korban bersifat keperdataan yang juga belum 
memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai pelaksaan 
penggabungan ganti kerugian terhadap Korban. Adapun hak-hak 
ganti kerugian yang diatur dalam : 
a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas 
Undang Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban 
b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian 
Kompensasi, Restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban; 
c. Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2017 tentang 





Tidak memberikan dampak pada pelaksanaan pemenuhan ganti 
kerugian Korban Pencabulan Anak. Maka dapat disimpulkan, solusi 
pada peraturan tersebut terdapat Hambatan-hambatan pada 
peradilan dalam memberikan pemenuhan ganti kerugian Korban 
Pencabulan Anak, diantaranya adalah: 
a) Ketidakmampuan peradilan pidana dalam melaksanakan 
penggabungan ganti kerugian pada perkara pidana; 
b) Pelaku tidak ada kewajiban untuk memberikan ganti 
kerugian terhadap Korban,dan tidak ada kewajiban Negara 
memberikan ganti kerugian maupun kompensasi; 
c) Sistem pemenuhan ganti kerugian masih berorientasi pada 
pelaku tindak pidana. 
 
2. Kelemahan dalam perUndang-Undangan 
Untuk ketentuan mengenai pelaksanaan ganti kerugian bagi 
anak yang menjadi korban tindak pidana lebih khusus secara lex 
specialis terdapat pada PP Nomer 43 Tahun 2017 yang merupakan 
peraturan yang memuat mengenai pelaksanaan pemenuhan hak-hak 
Korban Anak dalam tindak pidana, yaitu yang tercantum Pada Pasal 2 
Ayat (1)  PP Nomer 43 Tahun 2017 yang isinya menyatakan bahwa 
Setiap orang yang menjadi Korban tindak pidana Anak maka Korban 
Anak berhak memperoleh ganti rugi (Restitusi).104 Pelaksanaan 
Restitusi bagi Korban Anak tersebut mendasarkan pada PP Tahun 
2017 Nomor 43 yang diharapkan dapat meringankan masalah serta 
mengurangi beban bagi pihak Korban anak dalam mencapai tegaknya 
keadilan bagi Korban Anak yang telah menjadi Korban kejahatan 
Tindak Pidana Cabul. Namun hal tersebut tidak tercantum dan 
termuat dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr 
sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan nilai keadilan bagi 
korban Anak. 
                                                             





Peran Negara melalui institusi Pengadilan dan perlindungan 
Korban Anak seharusnya diharapkan dapat saling koordinasi antar 
lembaga lainnya dalam pelaksanaan pemberian kompensasi maupun 
restitusi terhadap Korban. Akan tetapi mekanisme persyaratan 
pemberian hak pada Perlindungan Saksi dan Korban melalui 
Pemberian Kompensasi, Ganti Kerugian (Restitusi), Rehabilitasi, dan 
Bantuan Saksi105, dirasa hanya sebagai fomalitas saja dalam 
pelayanan negara untuk hal perlindungan dan perolehan hak-haknya 
sebagai Korban Anak pada tindakan pidana pencabulan. Secara 
khusus terdapat ketentuan korban mendapatkan kompensasi, 
perolehan hak Korban mendapatkan kompensasi termuat bahwa 
Setiap Korban yang telah mendapatkan pelanggaran kasus HAM (hak 
asasi manusia) yang berat dan pada Korban tindak pidana 
perubuatan teror atau terorisme selain mendapatkan hak termasuk 
pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan juga Pasal 6, juga 
berhak atas Kompensasi, hal itu termuat pada Perlindungan Saksi 
Korban pasal 7.106 
Perlindungan Korban pada UU Sistem peradilan Anak Pasal 18 
menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial 
Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut 
Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum 
mewajibakan untuk memerhatikan kepentingan korban. Hal ini Anak 
sebagai Pihak Korban dan/atauAnakberhakatas berbagai semua 
bentuk perlindungan maupun hak-hak lain yang diterima sebagai 
pihak Korban dan/atau Saksi yang diatur telah dalam ketentuan 
peraturan perUndang-Undangan. 
Pasal 71D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU 
Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai Ganti 
Kerugian atau Restitusi anak korban dengan pelaksanaannya yaitu 
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 mengenai 
pelaksanaan ganti kerugian restitusi pada anak yang menjadi korban 
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tindak pidana dijelaskan bahwa restitusi merupakan pembayaran 
ganti kerugian yang diberikan kepada pelaku  atas perbuatan yang 
menghasilkan kerugian secara materiil maupun kerugian secara 
immateriil107 yang diderita oleh korban anak.  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas 
Undang Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban pada pasal 7 A bahwa Korban dalam Tindak pidana 
berhak memperoleh gantu kerugian berupa Restitusi mengenai 
kekayaan atau pengahasilan, ganti kerugian akibat dari penderitaan 
kejahatan tindak pidana serta penggantian biaya perawatan medis. 
Hal tesebut berdasarkan keputusan LPSK dan Pengadilan. Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang 
Undang nomor 23 Tahun 2002  tentang Perlindungan Anak pada 
pasal 71 D yang berisi bahwa Setiap Anak yang telah menjadi Korban 
tindak pidana pada perbuatan kejahatan maka secara hukum berhak 
mengajukan ke pengadilan negeri dengan berupa hak atas ganti 
kerugian (restitusi) yang telah menjadi tanggung jawab dari pelaku 
kejahatan tindak pidana.108 
Secara lebih khusus  Perlindungan UUPA Nomor 23 Tahun 2014 
juga mengatur pemenuhan hak-hak Restitusi Korban Anak pada Pasal 
71 D Ayat (1) mengatur Hak Restitusi Korban Anak Ayat (2) 
mengenai Hak restitusi korban anak Pasal 59 pada huruf b, huruf d, 
huruf f, huruf h.  
Huruf i dan huruf j juga mengatur, yang berbunyi Setiap Anak 
yang menjadi korban mempunyai hak atas ganti kerugian 
(restitusi) untuk mengajukan ke pengadilan yang telah menjadi 
tanggung jawab bagi pelaku kejahatan.109 
Sebagai bentuk penerimaan Ganti Kerugian bagi Anak yang 
menjadi korban tindakpidana yaitu berupa: 
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a. Perolehan ganti kerugian atas kehilangan sumber kekayaan 
secara ekonom b. Perolehan ganti kerugian atas penderitaan 
sebagai dampak akibat tindak pidana kejahatan dan/atau c. 
penggantian biaya untuk perawatan medis dan/atau 
psikologis.110 
Ketika permohonan tersebut dilakukan sebelum putusan 
pengadilan, dapat diajukan melalui 2 (dua) tahap yaitu melalui proses 
penyidikan atau penuntutan.111Pada tahap permohonan restitusi 
sebelum putusan yaitu pada penyidikan, maka penyidik dan penuntut 
memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak Anak yang 
menjadi Korban.112 
Mekanisme pengajuan perolehan kompensasi tersebut  yaitu 
diajukan oleh Korban kepada Pengadilan melalui LPSK dengan 
memberikan  bantuan  hukum  serta  pendampingan  hukum  agar  
kasus  bisa  diselesaikan  secara  hukum Yang berlaku. Proses 
pelaksanaan kompesasi ini  dapat  dilakukan  mulai  dari  ppelaporan 
dan pembuatan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari pihak 
Kepolisian, serta koordinasi dengan pihak Kejaksaan hingga 
pendampingan korban.113 
Dengan dalih tugas dan fungsi pada (LPSK) dalam membantu 
hak-hak dari Korban, tetapi ketika dalam praktiknya secara real 
Korban merasa rumit dengan persyaratan serta meknisme dalam 
memperoleh hak-hak kompensasi serta ketidaktahuan Korban 
dan/atau Keluarga Koban sehingga lebih memilih mengabaikan hak-
hak atau asas yang terbaik bagi kepentingan Anak yang termuat 
pada sistem peradilan Anak. Kompensasi yang berkarakter perdata 
diberikan proses peradilan pidana dengan penggabungan ganti 
kerugian. Kompensasi dari Negara ini merupakan tanggungan negara 
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atas kewajiban gantirugi yang sebenarnya dibebankan kepada Pelaku 
melalui pengadilan. 
Dari penjelasan mengenai mekanisme pengajuan pemenuhan 
ganti kerugian terhadap korban pencabulan Anak antara putusan 
Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr dengan peraturan perUndan-
Undangan mengenai pemenuhan ganti kerugian terhadap korban 
pencabulan Anak dapat disimpulkan bahwa substansi kekosongan 
tersebut adalah tidak adanya peraturan perUndang-Undangan 
manapun yang memberikan Kewajiban bagi para Penegak Hukum 
untuk menuntut ganti kerugian kepada Terdakwa serta kewajiban 
memberikan atau melaksanakan hak-hak Korban pencabulan Anak 
untuk memperoleh ganti kerugian baik itu dalam bentuk materiil 
maupun immaterial. Termuatnya ganti kerugian bagi Korban pada 
Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr menjadi penting 
dikarenakan putusan ini menjadi dasar eksekusi untuk diperolehnya 
hak-hak Korban baik kepada Pelaku maupun Negara.  
 Kekosongan perUndang-Undangan juga termuat pada 
ketiadaannya kewajiban pada penegak hukum kepolisian, kejaksaan, 
maupun lembaga perlindungan Anak untuk memberikan informasi 
kepada Korban tindak pidana pencabulan Anak dalam memperoleh 
hak-haknya sebagai Korban, salah satunya yaitu pemenuhan ganti 
kerugian. Hal ini yang mengakibatkan peraturan perundang-undngan 
mengenai hak-hak Korban tindak pencabulan Anak menjadi pupus 
atau ketidak pastian hokum yang berlaku. 
Pasal 100 Ayat (1) KUHAP memberikan penjelasan permohonan 
ganti kerugian merupakan penggabungan perkara yang ditentukan 
oleh hukum yang tetap pada putusan perkara pidana banding apabila 
hal tersebut tidak dilakukan maka ganti kerugian tersebut tidak dapat 
diperoleh Korban. Hal ini berbeda dengan Pasal 10 PP Nomer 43 
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan  Restitusi bagi Anak yang mana 
Korban Anak dalam permohonan pengajuan memperoleh ganti 





Selama ini majelis hakim menutup mata untuk korban tindak pidana, 
korban tindak pidana dalam peradilan hanya ditanya terkait dengan kejadian 
atau keronologi tindak pidana tersebut, korban tidak ditanya berapa kerugian 
atau penderitan yang saudara tanggung atas tindak pidana ini. Apabila hakim 
berusaha ingin mengetahui kerugian atau penderitaan korban tindak pidana 
kejahatan, maka ia akan menemukan makna yang dalam dari tindak pidana 
tersebut. untuk melakukan rule breaking haruslah membangun kecerdasan 
spiritual sebagai awal dari sebuah proses berfikir jangka panjang dalam 
memperjuangkan hak-hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian yang 
diderita oleh korban tindak pidana yang seharusnya, diberikan oleh pelaku 
maupun oleh negara. Untuk memperjuangkan hak-hak korban para penegak 
hukum hendaknya selalu mengacu pada hati nuraninya, agar menemukan makna 
perlindungan yang hakiki dalam memperjuangakan korban tindak pidana 
kejahatan hingga mendapatkan ganti kerugian. Proses terciptanya perlindungan 
hukum hendaknya dijalankan dengan perasaan serta melihat kehidupan terhadap 
penderitaan korban kejahatan. Dalam simpulan pertama viktimologi secara kritis 
berupaya memahami proses latar belakang bekerjanya pembuatan maupun 
bekerjanya hukum. Oleh karena itu jelas bahwa viktimologi mengalam turning 
point atau rediscovery yang akhirnya menggulirkan bahwa konsep pergerakan 
korban tidak melulu hanya dibatasi pada konteks sistem peradilan pidana tetapi 
juga pada konteks yang lebih luas dari kesejahteraan.114 Sehingga penggunaan 
prinsip ganti kerugian, baik secara kompensasi maupun rehabilitasi mampu 
mengakumudir hak-hak sebagai wujud perlindungan terhadap korban. Peran 
penting viktimologi sebagai studi yang mempelajari tentang Korban sebagai 
kenyataan sosiak  
Maka dari itu pemaknaan ganti kerugian bagi Korban Tindak Pidana 
Pencabulan Anak dapat memiliki perlindungan yang sama di depan hukum 
equality protection in the law yang tidak membedakan perlakuan antara hak 
Pelaku dengan hak Korban di dalam proses peradilan. Hak Korban Anak 
mempunyai nilai dasar hukum pada asas yang terbaik bagi Anak pada keadilan, 
kemanfaatan serta kepastian.  
  
                                                             




B. Konsep Model Ideal Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Korban 
Tindak Pidana Pencabulan Anak 
Penerapan konsep pemenuhan ganti kerugian terhadap Korban tindak 
pidana pencabulan, yang pada dasarnya terarah kepada para pelaku hukum ini, 
diharapkan akan dapat mengarahkan hukum yang dihasilkan oleh proses 
legislasi, yang cenderung elitis, untuk mengarah pada kepentingan keadilan dan 
kesejahteraan rakyat banyak Hukum Progresif menempatkan hukum sebagai 
suatuinstitusi manusia, yang saling melengkapi satu dengan lain dengan aspek 
manusia, baik dalam hubungan antar manusia maupun masyarakat yang lebih 
luas.115 Adapun Konsep Pemenuhan Hak Perlindungan Korban Pada  Proses 
Peradilan Tindak Pidana Cabul Anak memilki 2 (dua) model dasar dalam rangka 
pengaturan hukum perlindungan korban Anak yaitu : 
1. Hak-Hak Prosedural (The Procedural Rights Model) 
Pada model ini dilakukan dengan mengedepankan posisi Korban Anak 
sebagai subyek yang harus diberikan hak-hak yuridis yang luas. Partispasi 
Korban dalam perolehan administrasi peradilan pidana, yang mana Korban 
Anak untuk mengadakan tuntutan pidana yang berperan aktif memperoleh 
hak-haknya untuk dihadirkan, di dengar serta dijalankan. Model ini dapat 
meningkatkan informasi berkualitas bagi Hakim untuk lebih 
mempertimbangkan hak-hak Korban tindak pencabulan terhadap Anak, 
yang sebelumnya pada proses peradilan Korban sebagai saksi hanya 
didengar kronologi kasusnya namun kurang mendengar hak-haknya. 
Sehingga, awalnya Pelaku lebih mendominasi jalannya persidangan justru 
dapat mengakibatkan Korban merasa tertekan. 
Adapun hak-hak procedural tersebut diantaranya yaitu perlu 
diterapkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. Secara 
Konkret Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dimaksudkan 
agar orang-orang yang terkait di dalam peradilan tidak diperlakukan dan 
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diperiksa sampai berlarut-larut, kemudian dapat memperoleh kepastian 
secara prosedural terhadap hukum yang ada, proses administrasi ringan, 
serta tidak memboroskan sumber daya yang terdapat selama proses 
pemeriksaan.116 Kaitannya dengan keberadaan secara cepat dan sederhana 
sehingga tidak membuat mereka menjadi tidak nyaman dan merasa 
terbebani proses pemenuhan hak-hak yang seharusnya diberikan oleh 
Korban.  
Hak-hak prosedural memiliki beberapa dasar diantaranya dasar 
filosofis dalam pelaksanaan Hukum Perlindungan Anak melalui pendekatan 
kesehjateraan pemenuhan hak-hak anak berupa protection child and 
fulfillment child rights based approach (to respect, to pretect and to fulfill). 
Dasar etis pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika 
profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam 
pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuasaan. Dasar Yuridis 
pelaksanaan perlindungan Anak harus dasarkan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai aturan perundang-
undangan yang lain yang berlaku. Penerapan dasar yuridisini harus secara 
integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-
undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.117 
Ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2017 tentang 
pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban menjadikan hak-hak 
korban Anak melalui LPSK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 
menjadi fakultatif  karena sifatnya bergantung pada keputusan lembaga 
tersebut. Hak-hak seyogyanya bersifat fundamenal tanpa mendasar pada 
keputusan LPSK. Hal ini tentu bertentangan dengan KUHAP terutama pada 
pasal 98 yang mengatur penggabungan perkara pidana dengan ganti 
kerugian. Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 49 mengenai 
putusan ganti kerugian yang menyatakan bahwa melalui tuntuan jaksa 
yang kemudian Hakim menetapkan putusannya mengenai jenis serta 
jumlah ganti kerugian. Dari pasal tersebut lebih tercapainya hak-hak 
pemenuhan perlindungan Korban Anak khususnya Anak sebagai Korban 
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kekerasan seksual yaitu cabul. Aturan UU mengenai sistem peradilan Anak 
serta PP mengenai pelaksanaan Restitusi Korban Anak seharusnya 
disesuaikan dengan sistem peradilan Anak agar terciptanya rasa keadilan. 
Rumusan peraturan perUndang-Undangan mengenai pemenuhan 
ganti kerugian terhadap Korban pencabulan Anak yang bersifat terbatas 
(fakultatif). Peraturan mengenai ganti kerugian Korban pencabulan melalui 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban tentang perubahan atas Undang Undang nomor 13 Tahun 2006  
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian 
Kompensasi, Restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban; dan 
Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi 
bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dengan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh karena tidak diaturnya 
penggabungan perkara pidana dengan ganti kerugian maka putusan 
tersebut tidak memihak bagi Korban dikarenakan untuk memperoleh 
pemunuhan ganti kerugian tersebut harus melalui putusan pengadilan. 
Dalam artian ganti kerugian merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri 
yang diajukan sendiri oleh Korban dalam perkara perdata dengan LPSK 
atau Lembaga Perlindungan Anak. 
Berangkat dari permasalahan tesebut Komnas Perempuan menyusun 
Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai 
upaya pengendalian, perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual. Melihat 
dari Perjalanan RUU PKS (penghapusan kekerasan seksual) tersebut pada 
pertama kalinya yaitu pada tahun 2016 melalui Anggota Komisi DPR RI 
yang perannya sebagai anggota Panitia Kerja telah mengatakan secara 
kronologis ketika sejak pembuatan naskah akademik dan draft RUU PKS 
telah sampai pada rapat internal Komisi 8 bersepakat untuk melaksanakan 
pembahasan tersebut setelah pelaksanaan Pemilu pada Tahun 2019. 
Namun, untuk selanjutnya sebelum Pemilu 2019 yaitu pada Tahun 2016 
Komnas Perempuan bersama Forum Pengadaan Layanan telah 
menyerahkan draft RUU PKS kepada pimpinan DPR. Yang pada akhirnya, 
RUU PKS tersebut telah disetujui oleh Badan legislatif dan Pemerintah 
untuk masuk dalam daftar Prolegnas sebagai RUU sebagai Prioritas. Yang 




terus melaporkan perkembangan secara continue mengenai langkah 
penyusunan draft RUU kepada bapak Presiden Jokow selaku lembaga 
eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif sebagai prioritas untuk 
disahkan.118 
Peraturan dasar yang menjamin bahwa korban pencabulan Anak 
berhak mendapatkan jaminan kesehatan secara cuma-cuma seketika ia 
mengalami penderitaan secara fisik maupun mental, seharusnya 
pemerintah mempertimbangkan hal ini guna memberikan proteksi bagi 
korban paling tidak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang terjamin. 
Dalam RUU Pengahapusan Kekerasan Seksual pada Pasal 49 memberikan 
upaya penjaminan kepada Korban bahwa Majelis Hakim wajib untuk 
memeriksa ganti kerugian baik itu jenis dan jumlahnya dengan pengajuan 
yang dilakukan dari Jaksa Penuntut Umum. Dan apabila Jaksa Penuntut 
Umum dinilai kurang dalam memenuhi kebutuhan bagi Korban tindak 
pidana pencabulan maupun Keluarga Korban, Maka Majelis Hakim wajib 
menentukannya sendiri. Sehingga dalam Pasal 77 RUU Pengahapusan 
Kekerasan Seksual putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan 
sebagai berikut: 
 
a) Keterangan Pendamping sebagai Saksi lisan atau tertulis;  
b) Keterangan ahli khusus yang diajukan oleh Korban, keluarga Korban 
dan/atau Pendamping;  
c) Kondisi dan kebutuhan Korban, khusus Korban anak atau orang 
dengan disabilitas;  
d) Pemulihan Korban;  
e) Jenis dan jumlah Ganti Kerugian Korban; dan  
f) Lembaga yang bertanggungjawab melaksanakan putusan Ganti 
Kerugian bagi Korban dan tenggat waktu pelaksanaannya.  
Hal ini merupakan wujud dalam upaya keinginan dan cita-cita yang 
diharapkan untuk melindungi kepentingan hukum dengan memuat nilai-nlai 
                                                             







moral pada kehadiran Korban pada sistem peradilan pidana. RUU 
Pengahapusan Kekerasan Seksual digunakan sebagai alternatif agar Korban 
Tindak Pidana tidak didudukkan sebagai forgotten person.  
Korban dapat berperan aktif dalam menyampaikan hak-haknya dalam 
proses peradilan dan upaya pemenuhan hak korban pada keadilan. Dalam 
hal ini Korban pencabulan Anak diberi pemenuhan hak untuk dihadirkan 
dan didengar di setiap tingkatan proses sidang pengadilan. Pendekatan 
model prosedural ini lebih mengedepankan Korban sebagai subyek dengan 
diberi hak-hak yuridis untuk menuntut dan memperoleh pemenuhan 
kepentingannya. Maka Sesuai dengan RUU Penghapusan Kekerasan 
Seksual,  peneliti merangkumnya dalam skema proses peradilan Anak yang 
lebih progresif yang dapat diterapkan pada putusan pengadilan yang lebih 
dirasa kan keadilan bagi Korban Anak dengan harapan dapat diterapkan 
pada Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan 
restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Berikut merupakan 

























Tuntutan Hukuman  
Pidana untuk 
Terdakwa 
Tuntutan Ganti Kerugian untuk 
Terdakwa dan/atau Lembaga 
Perlindungan Khusus Anak 
Pembelaan 
/Pledoi Terdakwa 
Jawaban (Replik) Jaksa  
PUTUSAN 
Jawaban Terdakwa (Duplik) serta 
jawaban atas sanggup atau 









Apabila Terpidana tidak 
menyanggupi maka diganti 







Tabel 1.2 Skema Alur Proses Persidangan Pidana Anak dalam perkara 
pencabulan secara Progersif 
Skema alur proses persidangan Pidana pada pencabulan Anak ini 
adalah percampuran Korban yang aktif melalui perimbangan terhadap 
tindakan-tindakan yang dimungkinkan menjadi solusi bagi jaksa penuntut 
umum dalam langkah menyusun rekuisitur yang dianggap ringan atau 
mengenyampingkan perkara dengan tidak dianggapnya Korban. Pada RUU 
PKS ini merupakan arus yang dapat meningkatkan informasi pada Korban 
yang tentunya berkualitas bagi Hakim dalam memberikan putusannya yang 
sesuai dengan asas-asas perlindungan Anak.  
Adapun dalam hal Hak-hak prosedural ini memiliki Asas-asas dasar 
untuk menggambarkan sebuah sistim peradilan diantaranya yatitu : 
a) Kewenangan untuk menangani tindak pidana yang merupakan 
kewenangan Negara; 
b) Perlunya pemantaban yang disebut mechanism for juridicial 
control; 
c) Perlunya kriteria jelas pada discretionary powers; 
d) Kebebasan peradilan harus ditegakkan.119 
Para hakim dan jaksa perlu dapat pembelajaran kembali agar berani 
membaca teks dengan bebas yang mengutamakan perlindungan terhadap 
korban, yaitu menempatkan pada konteks sosial dan tujuan sosial masa 
kini. Tidak sedikit teks undang-undang yang bisa merusak korban apabila 
tidak dibaca dan dimaknai secara prosedural dalam perlindungan korban. 
Hakim dan jaksa tidak usah ragu-ragu dalam memutuskan perkara dalam 
mempertimbangkan hak-hak dan kerugian korban asal bisa memberi 
argumentasi. Argumentasi penting yang bisa diajukan hendaknya berani 
keluar dari setelan pikiran leberal dan menempatkan fungsi hukum untuk 
melayani, menjamin, dan menjaga keutuhan indonesia. Argumentasi yang 
di gunanan tidak lain Untuk menjaga keutuhan Indonesia dalam konteks ini 
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tidak lepas dari kepentingan-kepentingan korban diperjuangkan agar 
tercapainya perlindungan yang berupa restitusi dari pelaku yang diberikan 
terhadap korban.  
Perlindungan kepentingan korban serta pemikiran secara 
individualisasi perkara pidana tercermin di dalam pengaturan tentang 
pidana dan pemidanaan. Pada pelaksanaan saat ini, ganti kerugian seperti 
restitusi serta kompensasi untuk korban tindak pidana sering diabaikan 
oleh sistem peradilan pidana, khususnya pengaturan di dalam hukum 
pidana materiil. Untuk memenuhi aspek ini, maka RUU KUHP telah 
menyediakan jenis sanksi berupa pembayaran ganti kerugian dan 
pemenuhan kewajiban adat. Kedua model jenis sanksi ini dimasukkan 
kedalam jenis pidana tambahan, oleh karena dalam kenyataan sering 
terungkap, bahwa penyelesaian masalah secara yuridis formal dengan 
menjatuhkan sanksi pidana pokok saja kepada terdakwa belum dirasakan 
oleh korban sebagai suatu penyelesaian masalah secara tuntas dan 
berkeadilan. Selain pembayaran ganti kerugian kepada korban dan 
pemenuhan biaya hidup selama proses persidangan berlangsung 
Sehubungan pengaturan mengenai perlindungan terhadap korban 
tindak pidana pencabulan, didalam konsep RUU KUHP juga dianut tentang 
ide individualisasi pidana. Yang dimaksudkan dengan individualisasi pidana 
ialah bahwa pemidanaan harus juga berorientasi pada faktor orang (pelaku 
tindak pidana). Individualisasi pidana tidak diatur didalam KUHP lama. 
Pokok pemikiran individualisasi pidana ini antara lain terlihat dalam aturan 
umum RUU KUHP tentang120:  
a. Dirumuskannya asas yang sangat funda-mental tiada pidana tanpa 
kesalahan  
b. Dirumuskannya pedoman pemidanaan yang didalamnya hakim wajib 
mempertimbangkan beberapa faktor antara lain: motif, sikap batin dan 
kesalahan si pembuat, era si pembuat melakukan tindak pidana, 
riwayat hidup dan keadaan sosial ekonominya serta bagaimana 
pengaruh pidana terhadap masa depan si pembuat.  
                                                             




c. Di dalam pedoman pemberian maaf/pengampunan oleh hakim antara 
lain juga dipertimbangkan faktor keadaan pribadi si pembuat dan 
pertimbangan kemanusiaan.  
d. Di dalam ketentuan mengenai peringanan dan pemberatan pidana 
dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain:  
a) apakah terdapat kesukarelaan terhadap terdakwa untuk 
menyerahkan dirinya kepada pihak yang berwajib 
b) Apakah terdapat kesukarelaan terdakwa memberi ganti rugi atau 
memperbaiki kerusakan yang timbul;  
c) Apakah terdapat kegoncangan jiwa yang sangat hebat;  
d) Apakah pelaku merupakan wanita yang hamil muda;  
e) Apakah terdapat ketidakmampuan untuk bertanggung jawab;  
f) Apakah Pelaku merupakan berstatus pegawai negeri yang telah 
melanggar kewajiban kepada jabatannya atau menyalahgunakan 
kekuasaannya;  
g) Apakah Pelaku menyalahgunakan keahlian atau profesinya;  
h) Apakah Pelaku seorang residivis.  
Sisi lain dari ide individualisasi pidana yang dituangkan di dalam 
RUU KUHP adalah terdapat adanya sutu ketentuan mengenai 
modifikasi/perubahan/penyesuaian/peninjauan kembali putusan 
pemidanaan yang telah berkekuatan tetap, yang didasarkan pada 
pertimbangan karena terdapat adanya perubahan, perkembangan, 
maupun perbaikan pada diri Pelaku itu sendiri.  
Dengan adanya hal demikian memberikan ruang lingkup yang luas 
untuk para hakim dalam memberikan putusan pidana, majelis hakim bisa 
memutuskan bahwa terdakwa harus memberikan ganti rugi yang bersifat 
materiil sesuai dengan huruf d angka 2, dan apabila pelaku belum 
bemberikan ganti kerugian terhadap korban atas perkara yang ia lakukan 
serta ganti kerugian inmateriil yang berupa biaya hidup selama perkara 
perkara dinyatakan inkracht. Maka majelis hakim memutuskan untuk 
memenuhi ganti-rugi yang akan diberikan korban. menggabungkan ganti 





Dalam RUU PKS ini diberikan sanksi baik secara administratif maupun 
secara tegas dengan pidana penjara apabila penegak hukum (Penyidik, 
Jaksa Penuntut Umum, Hakim), Petugas Pengadilan serta Pusat Layanan 
Terpadu tidak melaksanakan kewajiban sperti halnya yang termuat pada 
Pasal 46 hingga Pasal 78 RUU PKS maka akan dijatuhi hukuman 1 (satu) 
Tahun penjara. Model prosedural pada RUU PKS ini dapat dikatakan 
sebagai model dengan partisipasi secara langsung (direct participation) 
yaitu dengan terlibatnya seluruh penegak hukum, lembaga pengadilan 
serta lembaga perlindungan sebagai wujud partisipasi aktif dalam 
melindungi Korban. Hal ini yang nantinya pada putusan pengadilan Korban 
akan terjamin hak-haknya dengan secara adil. Proses peradilan pidana ini 
sebagai pedoman agar dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian yang 
diderita oleh Korban atau Keluarga Korban secara terbuka dengan sarana 
pengembalian.  
Dari temuan disiplin ilmu di atas nantinya mampu memberikan 
perlindungan terhadap korban yang berupa ganti kerugian. Apabila 
pemberian ganti kerugian dilakukan secara bertahap, setiap tahapan 
pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan Korban, 
Keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang menetapkan atau 
memutuskan permohonan Restitusi. Namun dalam praktiknya ditemukan 
berbagai problem dalam menggunakan mekanisme tersebut.  
Permasalahannya adalah hak-hak yang diberikan kepada Korban 
dapat pula mengakibatkan terciptanya konflik antar kepentingan umum dan 
kepentingan pribadi, dengan maksud bahwa partisipasi Korban membawa 
beban berlebihan bagi administrasi peradilan serta beban mental bagi 
pelaku yang mengakibatkan risk secondary victimization dan cenderung 
didasarkan pada pembalasan. Maka darisinilah Negara juga ikut 
berpartisipasi melalui Kompensas apabila ganti kerugian tersebut tidak 
dapat dilaksanakan yaitu melalui  upaya Negara kepada perlindungan 
Korban.  
Dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 
tentang perubahan atas Undang Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 




dan korban, dan Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2017 tentang 
pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dalam 
pemenuhan perlindungan Anak yang telah memilik beberapa lembaga 
dalam ikut membantu penyelesaian perkara pidana seperti halnya Lembaga 
Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta Pusat 
Layanan Terpadu sebagi bentuk pelayanan bagi Korban tindak pidana 
pencabulan Anak. Lembaga ini yang nantinya akan digunakan untuk 
mengatasi penyelesaian dampak yang dirasakan Korban maupun Keluarga 
Korban sebagai akibat perbuatan tindak pidana pencabulan. 
Viktimologi menyarankan bahwa peranan dan pertanggung jawaban 
Korban diakui sebagai unsur-unsur dalam tindak pidana. Tanggung jawab 
secara fungsional memiliki sifat hubungan antara pelaku dan korban atau 
keluarga korban memiliki kontribusi untuk memperbaiki perbuatan 
kejahatannya, yang merupakan intisari dari viktimologi pada 
pertanggungjawaban pidana. Maka dari itu Perlu untuk diterbitkan 
Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai 
hukum pidana khusus yang nantinya akan memunculkan terobosan dalam 
sistem peradilan pidana dengan tujuan agar Korban khususnya Anak dapat 
mengikuti proses peradilan pidana yang berpusat pada upaya pemenuhan 
hak Korban dan upaya mendekatkan Korban kepada keadilan. Selain 
merumuskan ancaman pidana pokok dan pidana tambahan yang bertujuan 
retributif sekaligus rehabilitatif, pemidanaan yang dijatuhkan akan disertai 
pemberatan apabila korban adalah anak.121 Mengingat tindak pidana 
pencabulan bagi Korban Anak yang berada dalam kondisi relasi kuasa yang 
timpang dalam keadilan dengan Pelaku kejahatan pada proses Peradilan 
terlebih apabila Korban sebatas Saksi, RUU Penghapusan Kekerasan 
Seksual akan membangun pembaharuan hukum terhadap UU Perlindungan 
Anak khususnya terkait pemidanaan terhadap pelaku pencabulan, dan 
perlindungan dan pemulihan bagi korban pencabulan bagi siapapun 
korban, termasuk anak. 






2. Model Pelayanan (The Service Model) 
Model pelayanan ini diletakkan pada sarana khusus untuk pelayanan 
dalam kerangka penegak hukum melalui sistem peradilan pidana. Sebagai 
sistem peradilan pidana mempunyai perangkat struktur yang seharusnya 
koheren, koordinatif dan integral agar dapat mencapai efesiensi dan 
efektifitas secara maksimal. Berbagai sub-sistem melalui penegak hukum 
kepolisian, kejaksaan, hakim, pengadilan, penasehat hukum serta lembaga 
perlindungan yang merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma, 
nilai-nlai serta asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia.  
Paradigma bekerjanya sistem hukum merupakan hbungan interaksi 
satu sama lain yang menjelaskan bahwa bekerjanya hukum merupakan 
suatu proses sosial. Terlihat dari proses pertumbuhannya, viktimologi 
mendekati kejahatan dari 3 (tiga) macam dalam pemenuhan hak Korban, 
diantaranya adalah : pertama, peranan korban sebagai bagian integral 
dalam proses interaksi yang menimbulkan kejahatan, akhirnya berkembang 
dalam wawasan dan konsep mengenai kejahatan dalam pengertian luas 
pula seperti white collar crime yaitu bentuk kejahatan yang memiliki 
jabatan. Kedua, perlindungan hak korban selama ini terabaikan 
dibandingkan hak pelaku dalam proses peradilan pidana; ketiga, 
perlindungan hak korban meliputi kejahatan konvensional dan 
nonkonvensional, termasuk korban kekerasan struktural.122 
Peradilan Pidana sebagai sistem konseptual pada KUHP dan KUHAP 
mengandung kelemahan untuk melindungi serta memerhatikan Korban. 
Adapun kelemahan KUHAP dalam pemenuhan hak-hak serta perlidungan 
Korban diantaranya yaitu : 
a) Tidak diberikan akses untuk mendapatkan bantuan hukum 
melalui Penasihat Hukum; 
b) Tidak adanya hak untuk memperoleh informasi mengenai 
hak-hak Korban seperti Rehabilitasi, Ganti kerugian, serta 
kompensasi; 
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c) Tidak adanya hak memperoleh assistance atau remediasi 
terhadap Korban; 
d) Tidak adanya hak memperoleh perlindungan jaminan 
keamanan; 
e) Tidak adanya hak mengajukan keberatan dan 
penyelesaian bagi Korban yang terdampak baik secara 
materiil maupun immateriil. 
Maka dari itu, untuk menyempurnakan KUHAP mengenai hak-hak 
Korban Anak mengenai Ganti Kerugian, Kompensasi maupun Rehabilitasi 
dalam pandangan model pelayanan, perlu adanya cross examinitation123 
yang merupakan adopsi dari sistem anglo saxon yang perlu dirumuskan 
dalam KUHAP.124  
Cross examinitation atau pemeriksaan secara silang ini merupakan 
sistim dari common law  yang mempunyai ciri-ciri pada kaidah-kaidahnya 
yang bersifat konkrit yang mengarah pada penyelesaiannya. Kaidah-kaidah 
demikian dilahirrkan melalui keputusan-keputusan Hakim pengadlan yang 
memegang peranan pokok.125 Kaidah-kaidah sistem hukum common law 
mengandung Generalkalusulen atau principes generaux agar penggunaan 
secara konkrit nanti para Hakim bisa memberikan keadilan kepadanya. 
Kelebihan  Cross examinitation pada model pelayanan debagai standarisasi 
bagi pembinaan korban pencabulan anak yang akan melindungi hak-
haknya melalui pemenuhan ganti kerugian. 
Maksud proses tersebut ialah untuk memperoleh pemenuhan hak-hak 
Korban yang lebih memerhatikan kepentingan Korban Anak yaitu melalui 
Jaksa yang termuat dalam tuntutan Jaksa pada proses peradilan Anak, atas 
pertimbangan tersebut Hakim dapat memuat pemenuhan Korban Anak 
putusan tersebut tanpa menunggu putusan terlebih dahulu dan tanpa 
harus mengajukan kepada LPSK. Sehingga hak restitusi atau ganti kerugian 
dapat dijalankan sesuai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. 
selain itu dapat juga melalui pendampingan hukum khusus pada Korban 
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Anak dibandingkan dengan LPSK yang bukan merupakan aparat penegak 
hukum. Hal ini sesuai dengan teori utiliarianisme yang ciptakan oleh Rawls 
mengenai keadilan dengan memaksudkannya rata-rata average 
utiliarianisme yang memandang institusi sosial sebagai keuntungan atau 
kepuasan yang terjadi pilihan-pilihan dalam menjelaskan keputusan moral 
etis atas keadilan sosial. Maka keadilan harus memposisikan kebijakan-
kebijakan untuk mengkoreksi dalam setiap aturan yang tidak adil yang 
dialami oleh masyarakat yang lemah hukum.   
Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari 
keadilan selama ini terabaikan. Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan 
dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian 
seperti rehabilitasi, treatmen offenders readaptasi sosial pemasyarakatan 
dan lain-lain. Pengelolaan dalam peradilan pidana adalah sebagai suatu 
sistem menerima kedudukannya sebagai subsistem dari sistem yang besar 
yaitu masyarakat.126 Sehingga bekerjanya peradilan pidana harus 
difungsikan sebagai administrasi keadilan yang harus mampu 
menyelesaikan permasalahan hukum pidana baik dalam lembaga maupun 
pranatanya secara adil di masyarakat.127 Bekerjanya penegak hukum dalam 
peradilan pidana baik itu polisi, jaksa, maupun hakim dalam menangani 
perkara pidana merupakan sebagai suatu birokrasi subsistem sosial yang 
bekerja dalam lingkungannya, dan mempunyai cara dalam mencapai 
tujuan. Hukum tersebut tertuang dalam landasan normatif yaitu KUHP dan 
KUHAP, serta perundang-undangan lainnya sebagai instrumen bekerjanya 
peradilan pidana. 
Kelemahan KUHAP tidak memperkenankan kepada Korban untuk 
mengajukan gugatan ganti kerugian  yang bersifat immateriil secara jelas 
dan terbatas, dalam Pasal 99 Ayat 2 dan Pasal 100 KUHAP menyatakan 
bahwa penggantian biaya ini hanya pada penetapan hukuman penggantian 
yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan apabila Jaksa Penuntut 
Umum tidak hadir maka gugur sudah harapan Korban maupun Keluarga 
Korban sebagai pihak yang dirugikan, belum pula apabila terdapat pihak 
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yang dirugikan, namun tidak mengetahui mengenai informasi tentang 
Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.  
Untuk itulah perlunya Cross examination diperlukan sebagai penilaian 
Hakim dalam merumuskan, mempertimbangkan, dan menetapkan jenis 
dan jumlah ganti kerugian Korban pada Proses Peradilan Pidana. Hal ini 
juga perlu didahului dengan kemauan Jaksa untuk memperhatikan 
kepentingan Korban, disamping Hak Korban perlu untuk didampingi 
Penasihat Hukum Khusus Anak, yang juga harus diakomodasi seperti 
halnya Pelaku yang mendapatkan Hak untuk didampingi Penasehat Hukum. 
Maka dari itu jelaslah pengaruh dari kriminologi klasik-positivistis dalam 
perkembangan viktimologi senantiasa dikaitkan dengan peranan serta 
partisipasi penegak hukum. Pandangan positivistis ini menutup mata 
terhadap munculnya persoalan-persoalan baru, karena hanya 
mempertahankan suatu tatanan yang ada mengenai adanya stabilitas 
tertentu. Hal ini yang dapat menyebabkan korban (victim) sebagai postivist 
victimology yang sama sekali tidak mempertanyakan label korban namun 
menerima begitu saja konstruksi hukum dalam memahaminya. 
Di sistem anglo saxon ini menjadi salah satu arana untuk memulihkan 
hak-hak korban pencabulan Anak. Cross examination atau Pemeriksaan 
silang dalam masalah pidana adalah ketika terdakwa atau pengacaranya 
menantang dan mencoba untuk melemahkan kasus penuntutan dengan 
mengungkap kelemahan dalam bukti saksi penuntut. Penuntut juga dapat 
menantang setiap bukti lisan yang diajukan oleh pembela dengan 
memeriksa silang saksi pembela. Pemeriksaan silang terhadap masing-
masing saksi terjadi setelah saksi menyelesaikan pemeriksaan kepala. 
Sejarah pemeriksaan silang di Inggris membanjiri terang pada 
perjalanan perkembangannya. Dari perang saudara hingga Revolusi 1688, 
tahanan dalam kasus pengkhianatan dan kejahatan tidak memiliki nasihat. 
Ketika mereka diizinkan untuk memiliki penasihat untuk memeriksa silang, 
tetapi tidak untuk berbicara mewakili mereka, pemeriksaan silang 
cenderung menjadi pidato yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan.128 
                                                             




Cross examination  bertujuan untuk menyoroti kekurangan bukti 
pihak lain, untuk mengungkap inkonsistensi dalam kesaksian saksi dan 
untuk memperoleh fakta yang membantu kasus pihak pemeriksaan silang. 
Ada batasan yang ditempatkan pada apa yang dapat ditanyakan selama 
pemeriksaan silang oleh hukum umum, Undang-Undang Pembuktian yang 
seragam dan undang-undang lainnya. Ada juga undang-undang yang 
membatasi terdakwa yang mewakili dirinya sendiri untuk melakukan 
pemeriksaan silang terhadap jenis-jenis saksi tertentu. Cross examination  
harus didahului dengan kemauan Jaksa Penuntut Umum dan , disamping 
itu juga perlunya penasihat hukum untuk meperhatikan kepentingan 
Korban.129  
Apabila  Cross examination  diterapkan pada proses peradilan maka 
akan mengenal sistem perlawanan (adversary model), yakni dengan 
mengadakan perlawanan antara Terdakwa dengan Korban, Terdakwa yang 
diwakili dengan Penasihat Hukumnya, sedangkan Korban yang diwakili 
dengan Jaksa Penuntut Umum. Namun pada kondisi ini dapat menimbulkan 
gangguan terhadap proses peradilan pidana apabila Hakim pasif dalam 
menengahi sesi tanya-jawab baik kepada Terdakwa maupun Korban. Maka 
perlu pula dikembangkan sistem peradilan pidana yang terpadu. Proses 
peradilan ini tidak bersifat kontes anara 2 (dua) kepentingan yang tidak 
dapat dipertemuka akan tetapi akan kebenaran materiil oleh Hakim yang 
aktif.  
Dalam konsep pemenuhan ganti kerugian melalui model pelayanan 
ini, Cross examination  sebagai berjalannya proses yang mengaitkan antara 
lembaga dan pranata hukum dalam melindungi korban dengan berbagai 
kepentingan yang melingkupinya. Pranata hukum dan bekerjanya hukum 
bukanlah suatu rumusan yang kering, sesuatu yang bebas nilai, melainkan 
sesuatu yang sarat dengan usaha perwujudan nilai-nilai tertentu. Cross 
examination ini menggunakan sistem pendekatan terbuka yang 
berlandaskan teori David Lewis dan Kurt Weis, yang melihat peran persepsi 
dan tindakan individu dalam proses viktimisasi, yaitu pribadi individu 
penegak hukum dalam peradilan pidana, dan korban itu sendiri dalam 
                                                             




mempersikan dan bertingkah laku dalamberinteriksa yang dibingkai dalam 
konstruksi sosial dalam pemahaman korban. Bekerjanya hukum melalui 3 
(tiga) proses, yaitu law making processes, conformity inducing measures, 
dan law implmenting proceses yang dalam suatu arena pilihan bagi 
pemegang peran yang saling memberikan umpan balik.130 
Untuk efektivitasnya croos examination pada sistem peradilan pidana 
yang teratur memiliki bebrapa indikator yaitu melalui sampai seberapa jauh 
tingkat pengungkapan perkara yang dilakukan oleh Penyidik, seberapa jauh 
jaksa berhasil membuktikan surat dakwaannya pad persidangan, serta 
seberapa jauh tingkat keadilan dalam penanganan perkara di dalam sistem 
peradilan. Model pelayanan ini disebut sebgai model partisipasi secara tidak 
langsung atau partisipasi pasif. Maka perlu cross examination sebagai 
sistem kepercayaan yang telah melembaga pada masing-masing institusi 
penegak hukum (system of institutionalized trust). Tanpa adanya 
kepercayaan tersebut, tentu saja tidak mugkin akan berjalan dengan baik 
sebab tidak ada patokan kepastian dalam bertingkah laku. Pada 
kepercayaan ini melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur 
organisasi penegak hukum seprti Penyidik (polisi), Jaksa, Pengadilan serta 
lembaga perlindunga. 
Pada kesimpulannya dari Konsep model ideal pemenuhan ganti kerugian 
terhadap korban pencabulan menurut peneliti bahwa Model prosedural lebih 
cocok digunakan pada Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2017 tentang 
pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dikarenakan 
pada konsep prosedural KUHAP dapat menggunakan Asas Peradilan Cepat, 
Sederhana dan Biaya Ringan sehinga terutama pada Pasal 98 yang mengatur 
penggabungan perkara pidana dengan ganti kerugian dengan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh karena tidak diaturnya 
penggabungan perkara pidana dengan ganti kerugian maka putusan tersebut 
tidak memihak bagi Korban dikarenakan untuk memperoleh pemunuhan ganti 
kerugian tersebut harus melalui putusan pengadilan. Selain itu pada model hak-
hak prosedural diharapakan memberikan menyediakan jenis sanksi berupa 
                                                             




pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat.  Serta diberikan 
sanksi baik secara administratif maupun secara tegas dengan pidana penjara 
apabila penegak hukum (Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim), Petugas 
Pengadilan serta Pusat Layanan Terpadu tidak melaksanakan kewajiban. Kedua 
model jenis sanksi ini dimasukkan kedalam jenis pidana tambahan, oleh karena 
dalam kenyataan sering terungkap, bahwa penyelesaian masalah secara yuridis 
formal dengan menjatuhkan sanksi pidana pokok saja kepada terdakwa belum 










1. Kelemahan-kelemahan pengaturan proses peraturan pemenuhan ganti 
kerugian, Penulis memberikan 2 konsep kekosongan hukum, diantarnya 
adalah sebagai berikut : Pertama, Kelemahan dalam Hukum berupa 
Kewajiban perolehan hak korban ini melalui proses permohonan restitusi 
seharusnya dapat diajukan dari mulai melalui tahap penyidikan, atau 
penuntutan kepada Jaksa selaku penuntut umum yang kemudian 
dilimpahkan kepada Pengadilan ketika dibacakan tuntutan kepada Terdakwa 
atau sebelum dibacakannya Putusan. Kedua, Kelemahan dalam perUndang-
Undangan, Korban tindak pidana pencabulan melalui pemenuhan ganti 
kerugian sifatnya terbatas (limitatif) terlihat pada Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) yang tidak mencantumkan sama sekali mengenai 
pedoman pemidanaan serta tujuan pemidanaan bagi Hakim untuk 
memberkan ganti kerugian terhadap Korban. 
2. Penerapan konsep pemenuhan ganti kerugian terhadap Korban tindak 
pidana pencabulan memilki 2 (dua) model dasar dalam rangka pengaturan 
hukum perlindungan korban Anak yaitu Hak-Hak Prosedural (The Procedural 
Rights Model) melalui Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan 
Seksual sebagai upaya pengendalian, perlindungan bagi Korban Kekerasan 
Seksual terutama pada pada Pasal 49 dengan memberikan upaya 
penjaminan kepada Korban bahwa Majelis Hakim wajib untuk memeriksa 
ganti kerugian baik itu jenis dan jumlahnya dengan pengajuan yang 
dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Serta Model Pelayanan (The Service 
Model) perlu adanya cross examinitation atau Pemeriksaan silang dengan 
diterapkan pada proses peradilan maka akan mengenal sistem perlawanan 
(adversary model), yakni dengan mengadakan perlawanan antara Terdakwa 
dengan Korban, Terdakwa yang diwakili dengan Penasihat Hukumnya, 





1. Kepada Penyidik (Kepolisian) 
Sebagai Aparat Penegak Hukum meningkatkan profesionalitas dengan 
menempatkan diri menjadi pendamping bagi Korban untuk memperoleh 
perlindungan hukum sebagai saksi juga sebagai pendamping dalam 
memperoleh informasi mengenai hak-haknya sebagai Korban; 
2. Kepada Lembaga Perlindungan 
Sebagai lembaga layanan sosial khusunya Anak dalam melindungi serta 
mendampingi bukan hanya Pelaku melainkan juga Korban yang wajib 
diberikan hak-haknya pada masing-masing pihak secara adil, selain itu 
lembaga ini diberikan akses yang lebih luas yang ditempatkan pada setiap 
daerah di Indonesia. 
3. Kepada Jaksa Penuntut Umum 
Sebagai Aparat Penegak Hukum meningkatkan profesionalitas dengan 
menempatkan diri menjadi pendamping bagi Korban bukan hanya sebagai 
saksi namun juga perlu untuk memperoleh perlindungan hukum sebagai 
pihak yang dirugikan secara ekonomi juga sebagai pendamping hukum 
dalam memperoleh informasi mengenai hak-haknya sebagai Korban 
untuk disampaikan kepada Hakim baik melalui Dakwaan serta Tuntutan; 
4. Kepada Majelis Hakim 
Sebagai Aparat Penegak Hukum dalam mempertimbangkan Korban bukan 
hanya sebagai saksi namun juga perlu untuk memperoleh perlindungan 
hukum sebagai pihak yang mempunyai hak-hak yang dirugikan secara 
ekonomi, juga sebagai pertimbangan dalam menilai harga ganti kerugian 
dalam putusan pengadilan. 
5. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Perlu adanya perubahan pada peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai kewajiban penegak hukum serta lembaga sosial 
perlindungan Anak untuk memberikan informasi hak-hak Anak Korban 
pencabulan Anak, serta kewajiban para penegak hukum dalam 
memberikan perhatian perlindungan kepada Anak Korban mengenai hak-
haknya sebagai Korban. Sehingga apabila ada kewajiban maka ada 
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